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ABSTRAK

RAHMANIAR. 105 2511077 17. 2021. Judul Skripsi: 7injauan Hukum
Islam lerhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Utang di PNM
Mekar Syariah Kabupaten Bone. Dibimbing oleh Hurriah Ali Hasan dan
Hasanuddin.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu bertujuan untuk
mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem tanggung rentang
dalam pembayaran utang di PNM Mekaar Syariah di Kabupaten Bone.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bengo, Kab. Bone, Sulawesi
Selatan yang berlangsung selama 2 bulan mulai dari tanggal 25 Januari s/d 25
Maret 2021. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan diperkaya oleh
data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
melalu observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik
analisis datanya dilakukan melalui penyajian data, reduksi data dan penarikan
kesimpulan/verifikasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa utang piutang secara hukum didasarkan
pada anjuran agama tepatnya terkandung dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat
280. supaya manusia hidup dengan saling tolong menolong. Dalam praktik utang
piutang di PNM Mekaar syariah di Desa Bulu Allapporenge Kecamatan Bengo,
Kab. Bone yaitu_peminjaman berbasis kelompok dengan menggunakan sistem
tanggung renteng dalam pembayaran utangnya. Berdasarkan hasil penelitian maka
dapat disimpulkan, pertama proses sistem tanggung renteng dalam pembayaran
utang dapat ‘menciptakan kekeluargaan, disiplin dan tolong menolong antar
anggota dalam kelompok, kedua sudah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana
yang terkandung dalam Al-Qui'an surah Al-Bagarah  ayat 282 sebagai
landasannya dalam utang piutang yang sesuai dengan hukum Islam sehingga
membantu memperlancar angsuran dalam pembavaran utang.

Kata Kunci: Utang Piutang, Hiwalah dan Tanggung Renteng.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang bisa hidup sendiri, hal mana setiap
individu punya kepentingan dengan individu lain. Sehingga sudah menjadi
sunnatullah bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan,
bekerja sama, dan saling membantu guna pemenuhan hajat hidup dan mencapai
kesejahteraan.’

Cukup banyak bentuk kerjasama yang bisa diaplikasikan masyarakat
seperti utang piutang. Kerjasama tersebut bisa dilakukan dan individu dengan
individu_bersifat informal, hingga lembaga kcuangan formal, selaras dengan
program pemerintah untuk mereduksi kemiskinan di pedesaan secara terpadu.?

Tahun 1999, lahir program pemerintah yakni PT PNM untuk
mengentaskan kemiskinan. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagai
lembaga keuangan khusus yang dibentuk sebagai komitmen pemerintah dalam
pengembangan dan kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pada tahun 2015 PT PNM menciptakan meluncurkan PNM Mekaar
(membina ekonotm keluarga sejabtera). PT PNM Mekaar ini dikhususnya bagi
ibu rumah tangga produktif yang prasejahtera, yakni perempuan yang
kehidupannya di bawah garis kemiskinan dan pinjamannya di bawah Rp 2-5 juta

untuk tiap nasabah tanpa ada jaminan nasabah.”

' Udin Saripudin, “Sistem Tanggung Renieng dalam perspekiij Lkonomi Isiam’.
Iqtishadia, Vol. 6, Ne. 2, (September 2013), h.386.

2 ibid

5 hitps: Awww.pam.co.id business pnm-mekaar: diakses pada tanggal 02 November 2020
pukul 08.15 WITA



PT. PNM Mekaar hadir di Desa Bulu Allapporenge Kecamatan Bengo,
Kabupaten Bone guna menciptakan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan
pengaplikasiannya difokuskan pada perempuan prasejahtera atau yang butuh dana
bantuan untuk mengelola usaha.

PT. PNM Mekaar mendata keluarga yang hendak diberi bantuan modal,
untuk dibina sehingga bisa membuat usaha mandiri dan bisa meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, dampak sosial dari PT PNM Mekaar
membuat masyarakat peduli terhadap lingkungannya, sebab dalam sistem
pinjaman uang, ada aturan dimana nasabah yang ingin meminjam wajib
berkelompok betjumlah 10 orang dengan syarat, bila survei sepakat untuk
membert bantuan kepada mercka, akan mendapat. sekitar Rp 20 juta untuk
dikelola. Bila gagal, mereka wajib menanggung bersama pembayaran anggota
kelompoknya, dan mereka harus berkumpul di satu tempat untuk pembayarannya
dengan membayar per minggu Rp 50 ribu dalam waktu satu tahun dengan sistem
tanggung renteng, hal mana bila di antara anggota kelompok tidak sanggup
membayar utang, maka menjadi tanggung jawab bersama.*

Dt antara praktek sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang di
PNM Mekaar Syariah Desa Bulu Allapporenge Kecamatan Bengo Kabupaten
Bone, yakni melakukan transaksi utang piutang yang sudah punya 12 kelompok
saat ini di cabang Desa Bulu Allapporenge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone
tersebut, layanannya berbasis kelompok yang dulunya sudah didata yakni hanya

diberi kepada masyarakat prasejahtera, dengan sistem tanggung renteng. Bilamana

* Ihid.



ada anggota kelompok yang berhenti membayar untuk membayar utang, maka
semua pihak dari kelompok tersebut harus bertanggung jawab dengan melunasi
sisa utang sampai selesan.

Dari sini muncul kebersamaan dan tolong menolong dalam kelompok
nasabah. Tapi, program tersebut tidak bisa berjalan baik, sebab lemahnya
pengelolaan dan kinerja penerima pinjaman yang tidak amanah, sehingga program
tersebut memicu kecemasan apakah praktik sistem tanggung renteng oleh PNM
Mekaar Syariah jika ditinjau dari segi perspektif hukum Islam apakah ada pihak
yang dirugikan, sehingga melemahkan hakikat utang piotang.

Sehingga peneliti -tertarik untuk melakukan  penelitian skripsi dengan
judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sisiem Tanggung Renteng dalam
Pembayaran Utang di PNM Mekaar Syariah Desa Bula Allapporenge,
Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone”.

B. Rumusan Masalah
Dar latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam
penelittan ini, yakni:

1. Bagaimana praktik sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang di
PNM Mekaar Syanah Desa Bulu Allapporenge, Kecamatan Bengo,
Kabupaten Bone?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem tanggung renteng dalam
pembayaran utang di PNM Mekaar Syariah Desa Bulu Allapporenge,

Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone?



C. Tujuan Penelitian

I. Untuk mengetahui praktik sistem tanggung renteng dalam pembayaran
utang di PNM Mekaar Syariah Desa Bulu Allapporenge, Kecamatan
Bengo, Kabupaten Bone.

2. Untuk mengetahui tinjavan hukum Islam terhadap sistem tanggung
renteng dalam pembayaran utang di PNM Mekaar Syariah Desa Bulu
Allapporenge, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian
1. Secara teoritis
Bisa< menjadi -rujukan peneliti benkutnya terkait  penelitian ini,
memperkaya khazanah keilmuan perihal tanggung renieng.

2. Secara praktis
a. Penulis

Menambah wawasan untuk menelaah masalah yvang terjadi dan
mengaphkasikan teon ilmu ekonomi yang terkait dengan ekonomi syariah
(Islam).

b. PNM Mekaar Syariah

Sebagal masukan bila- ada kasus tanggung renteng terhadap
kelompok masyarakat peminjam berikutnya.
¢. Pemerintah

Sebagai acuan dalam membuat kebijaksanaan di sektor

pembiayaan UMKM.




BAB 1!
TINJAUAN TEORITIS
A. Utang Piutang (4-Qardh)
1. Pengertian Utang Piutang (4/-Qardh)

Lazimnya, istilah Arab yang dipakai untuk utang piutang yakni af-
dayn (jamaknya al-cuyun) dan gardh. Pada definisi umum, utang piutang
meliputi transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara non
tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam figih disebut mudayanah dan
tadayun.’

Menurut bahasa af-gardh berarti al-gat'n (memotong). Maknanya,
pemberian utang (mugridh) memotong sebagian hartanya dan memberinya
kepada pengutang.®

Utang piutang (al-gardh) yakni memberi sesuatu kepada seseorang
dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Pengertian
“sesuatu” dari defimsi yang diutarakan punya makna luas, selain bisa
berbentuk vang, juga bisa dalam bentuk barang, dengan catatan barang
tersebut habis karena pemakaian.”

Sehingga, definis) utang piutang yang lebih dekat pada definisi yang
mudah dipahami yakni: “penyerahan harta berbentuk uang untuk
dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama”. Kata “penyerahan

harta” di sini diartikan sebagai pelepasan pemilikan dari yang punya. Kata

5 Wahbab Az-Zuhaili, Fikih Islam wa Adillatupu 5. terj. Abdut Hayvie al-Kattani, Cer. !
{Jakarta: Gema Insani, 2011), h.373.

§ Saleh Al-Fauzan. Fikih Sehari-hari (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 410.

7 Nurul Huda, Ahmad Alivuddin dkk, Keuangan Publik Islomi: Pendekatan Teoritis dan
Sejarah (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 240.



“untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan

pemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu

hanyalah manfaatmya. “berbentuk uang” di sini mengandung arti uang dan

yang dinilai dengan uvang. Dari pengertian ini dia dibedakan dari pinjam

meminjam karena yang diserahkan di sini adalah harta berbentuk barang.

Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembatian dengan nilai

vang bertambah tidak disebut utang piutang, tetapi adalah usaha riba.®

Sedang secara terminologi syara’ ulama figh dan pakar berbeda

pendapat dalam mendefiniskan al-gardh, vakni:

a.

Menurut ulama Hanifiyah dan Syafi’iyall, a/-gardh yakni harta yang
diberikan kepada orang lain untuk diganti dengan hana yang sama.
Atau suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberi harta yang
punya kesamaan pada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan
dengan itu.*

Menurut ulama Maliktyah, al-gardh yakni penyerahan harta kepada
orang lain. yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam
pengembaliannya.'?

Menurut Djuwaini bahwa, af-gardh yakni akad khusus pemberian
harta kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian
semsalnya. dengan itu al-qardh yakni penyediaan dana atau tagihan

yang bisa dipersamakan sesuai persetujuan atau kesepakatan antara

8 Amir Svarifuddin, Garis-garis besar figih (Bogor, Kencana 2003), h. 222.
® Wahbab Az-Zuhaili, Op. cit, h. 374
' Azharudin Latif. Figh Mu amalah, {Jakarta: UIN jakarta Press,2005), h.150.



peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan
peminjam melunasi utangnya sesudah jangka waktu tertentu. '’

d. Syafi’i Antonio mengartikan, gardh yakni pemberian harta kepada
orang lain yang bisa ditagih atau diminta kembali atau dengan Kata lain
meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur figih
klasik, gardh diklasifikasikan dalam ‘agad tatawwu’ atau akad saling
membantu dan bukan transaksi komersial.'?

¢. Menurut Imam Malik, al-gardh yakni pinjaman atas benda yang
bermanfaat yang diberikan hanya karena balas kasih dan merupakan
bantuan (ariyah) atau pemberian (hibak) akan. tetapi harus
dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan. '’

£ Menurut Sayyid Sabiq, girad yakni harta yang diberikan seseorang
pemben girad kepada orang yang digiradkan lalu dia memberikannya
setelah mampuy. ™

g Menurut Imam Syafi’l, a/-gardh yakni pinjaman artinya baik yang
memberi merujuk pada Al-Qur’an bahwa barang siapa yang memberi
pinjaman yang baik kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan

melipatgandakan kebaikan kepadanya, >

"' Dimyauddin Djuwaini. Penganiar Figih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar
2015), h. 254,

2 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Svariah: dari Teori ke Prakik (Jakarta: Gema
Insani, 2001}, h. 131.

13 Ibid h. 9

" Savyid Sabiq. Fikih Sunnah. ter. Kamaludd'in A. Marzugi, Cet. 1){Bandung: Al
Ma’anf.1997) h 129

5 M. Musclichuddin, Sistem Perbankan dalam Isiam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. &.



h. Menurut Azhar Basyir, al-gardh adalah memberikan harta kepada
orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhannya
dengan maksud akan membayar Kembali pada waktu mendatang.'®

1. Menurut golongan Hanabilah, al-gardh adalah menyerahkan harta
kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan 1a mengembalikan
gantinya.'’

Pendapat ulama figh tentang al-gardh dapat disimpulkan bahwa gardh
dibolehkan dengan dua syarat yaitu tidak menjerumus pada keuntungan
(tambahan) dan tidak bercampur dengan akad lain, seperti jual beli.’®

Dilihat dani maknanya, gardh identik dengan akad jual beli, karena
akad gardh mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada
pihak lain. Selain itu, mu’amalah ini masuk ke dalam hal “memberikan
manfaat” dan telah dinamakan oleh Nabt Muhammad SAW sebagai
pembernian, karena - sangat bermanfaat bagi pengutang vang kemudian
dikembalikan kepada orang yang meminjamkan. '

Utang piutang (gardh) menurut kompilasi hukuin ekonomi syariah,
adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan
pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan

pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, definisi

' Ahmad Arhari Basvir, Hukum Islam, Utang-piutang. Gadoi, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2000). h. 56

17 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syari ah Prinsip dan Implemeniasi pada Sektor Keuangan
Svariah (Fakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016), h. 30.

'® Rahmat Svafi'l, Figih Mu amalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001}, h. 157

19 Shalih bin Fauran bin Abdillah Al-Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap. ter. Asmum
(Jakarta: PT. Darul Falah, 2005}, h. 547.



tersebut bersifat aplikatif dalam akad pinjam meminjam antara nasabah
dengan lembaga keuangan syariah. %
2. Dasar Hukum Utang Piutang

Utang piutang hukumnya sunnah, tapi bisa menjadi wajib bilamana
orang yang berutang sangat membutuhkannya, sehingga utang piutang kerap
diidentikan dengan tolong menolong.?!

Agama Islam menganjurkan kepada umatnya agar saling tolong-
menolong, gotong royong dalam hal in1 kebajikan dan tagwa. Landasan utang
piutang yakni:

a. Al-Qur’an.

Di dalam al-Qur’an, terdapat anjuran untuk melaksanakan utang
piutang untuk menentukan waktu pelunasan uang, dan dibuat perjanjian
tertulis dengan memuat semua yang terkait dengan utang piutang.

Q.S. Al-Bagarah (2): 282

P o ~"°J§‘3°5“u-'~'-3d=!u.nu.m°"i.s..s':m,iaig,,ﬁ;g:.ig
4*‘; @S‘Mp, [ m @\MGLAS &K u uu'lSuL‘!J dw‘_‘_ﬁu
Ji%zjﬂ\méﬁqu&u ot '°’?3¢4Jmldm3dg\

iy iy QUi 3 0 B i 93 Ui

% Mardani, Figh Kkonomi Svariah: Figh Mu amalah (Jakarta: Kencana Prenadamedia
Group, 2013), h. 334,

2 H Ahmad Khumedi Ja'far, Hukum Islam di Indonesia. (Pusat Penelitian dan
Penerbitan 1AIN Raden Intang Lampung, 2015). h. 128,
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Terjemahnya:

“Wahai orang-orang vang beriman' Apabila kamu melakukan utang
piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kau menuliskannya. Dan
hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.
Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah
mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah
orang yang berutang itz mendiktekan, dan hendakiah dia bertakwa kepada
Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya.
Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah
(keadaannya), atau tidak mampu mendikickan sendiri, maka hendaklah
walinya mendiktekannya dengan benar...”*

Ayat tersebut memben petunjuk bagi kaum muslimin untuk mencatat
bilamana ada transaksi baik utang piutang barang, uang, atau jual beli di
depan pihak ketiga atau dewasa ini disebut notaris. Ayatini juga menegaskan
perlunya menulis ~utang meski  sedikit, disertakan jumiah dan waktu
pelunasan.

Dan hendaklah ditulis surat utang itu di antara kamu oleh scorang
penulis dengan adil maksudnya benar tanpa menambah atau mengurangi
jumlah utang atau jumlah temponya. Jika penulis diminta untuk
menuliskannya, jangan merasa enggan atau menentang, seperti yang
diajarkan oleh Allah SWT. in1 berarti dia dianugerahi karunia untuk pandai
menulis, jadi jangan pelit dalam menyumbangkanuya. Maka hendaklah ia
menuliskannya sebagai penguat, hendaklah yang berutang menjelaskannya,
sebab ia adalah seorang saksi, maka hendaklah ia mengakuinya sehingga ia

mengetahui kewajibannya. Juga dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 280
N R R AR P T A T LT Y
AL G T a0 A 8Nl (g 5 5 okda o) BRI 8 50E 35 GAR (s

{:J J’r—

22 Kementrian Agama RI, 4/-Qur ‘an dan Terjemahnya. (Surabava: Halim Publising dan
Distributing, 2013) h. 48.
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Terjemahnya:

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang
waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu
menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”??

Dari ayat tersebut, baliwa saat orang yang berutang berada dalam
kesulitan untuk bisa membayar utangnya. Maka hendaklah kita memberikan
dia waktu untuk bisa melunasi, akan lebih baik bila utang itu disedekahkan,
artinya mugtarid sudah tidak berkewajiban membayarkan utangnya sebab
mugridh sudah memberikan kepadanya karena Allah SWT. Allah SWT akan
memberi balasan pahala bagi orang yang mau memberikan pinjaman yang
baik seperti yang dijelaskan Atiah SWT dalam ().§. Al-Hadid (57): 11

32,5 AN Ay Al die i U Ui b @) (b o3 13 (s
Terjemahnya:
“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,
maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan
dia akan memperoleh pahala yang banyak™ >
Dari ayat tersebut, betapa mulianya memberi atau bersedekah dengan

penuh keikhlasan, sebab hanya dengan keikhlasan akan mendapat imbalan

yang besar berupa kebajikan dari Allah SWT.

b. Hadist

Aioe - L) -,o

isajméﬂai\éﬁ ﬁﬁﬁouoﬁﬁuuk)u\»dﬁ“-mehdu
6 s ploT L g, 580 A3 0« i 08 id e cles (b & b
Jmn.c”mTJ‘ﬂ,.s1,hﬁ H.uu,u...muau.m@ui &g
Sah e ltu;.\ia

3 ihid h. 47,
2 fbid. h. 538,
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Artinya:

“Dari sahabat Hudzaifah, beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda
“Ada seorang laki-laki yang hidup di zaman sebelum kalian. Lalu
datanglah seorang malaikat maut yang akan mencabut rohnya. Dikatakan
kepadanya (oleh malaikat maut): “Apakah engkau telah berbuat
kebaikan?” Laki-laki itu menjawab: “Aku tidak mengetahuinya.” Malaikat
maut berkata: “Telitilah kembali apakah engkau telah berbuat kebaikan.”
Dia menjawab: “Aku tidak mengetahui sesuatu pun amalan baik vang
telah aku lakukan selain bahwa dahulu aku suka berjual beli barang
dengan manusia ketika di dunia dan aku selalu mencukupi kebutuhan
mereka. Aku membeni keluasan dalam pembayaran hutang bagi orang
yang memiliki kemampuan dan aku membebaskan tanggungan orang yang
kesulitan.” Maka Allah (dengan sebab itu) inemasukkannya ke dalam
surga” (HR. Bukhari 111/1272 n0.3266).*

c. Ima’

Dari nash-nash tersebut, para ulama sepakat bahwa utang piutang
(gardh) bisa dilakukan. Kesepakatan ulama-ini didasan tabiat manusta
yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Olehnya

| itu gardh sudah menjadi bagian dari kehidupan, dan Islam sebagai agama

‘ yang memperhatikan kebutuhan umatnya ¢

Hukum bagi orang yang berutang yakni boleh (mubakh), schingga
hukwm utang piutang bagi orang yang memberi utang yakni sunnat, bahkan
wajib (terhadap orang vang sangat membutuhkan) dan bagi orang yang
berutang hukumnya yakni boleh (mubah) bahkan haram (bila dipakai
maksiat).”’

Al-gardh dimaksudkan untuk menciptakan maslahah bagi manusia.

Seseorang vang punya harta, bisa membantu orang lain yang butuh. Akad

# Isnaini Harahap. dkk. Hadist-hadist Fkonomi (Jakarta: Kencana, 2015). h. 166,

% [smail Nawawi, Fikih Mu amalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian,
Fhkonomi. Bisnis dan Sosial (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). h. 176.

7 Y. Ahmad Khumedi Ja'far, Hukum fslam di Indonesia. (Pusat Penelitian dan
Penerbitan IAIN Raden Intang Lampung, 2015). h. 231.
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utang piutang bisa menghadirkan tenggang rasa, menjalin kasith sayang antar
sesama dengan saling membantunya dari kesulitan yang dialami.?®
3. Rukun dan Syarat Utang Piutang
Berikut rukun transaksi utang piutang (gardh) yang wajib ada dalam
akad:*’
a. ‘Aqid, orang yang berutang piutang, meliputi mugridh (pemben utang)
dan mugqtarid (penerima utang).
b. Ma'qud’ alavh, uangatau barang yang diutangkan.
. Sighat al-'aqd, ungkapan ijab dan gabul, atau persetujuan antara kedua
belah pihak terhadap suatu akad.
Sedang syarat-syarat yang harus terpenthi dalam pelaksanaan transaksi
utang piutang (gardh) yakni;
a. ‘Agid (orang yang berutang piutang)

Orang yang berutang dan memberikan utang bisa dianggap subjek
hukum, sebab praktek utang piutang dijalankan mereka berdua, schingga
perlu orang yang cakap hukum. Berikut syarat-syarat yang harus dimiliki
oleh kedua belah pibak (subjek hukum):*

1) Dewasa (baligh)
2) Berakal sehat

3) Orang tersebut bisa berpikir.

2 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasi pada Sekior Keuangon
Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016), h. 30.

¥ Abdul Ghofur Anshori, “Pokok-pokok Hukum  Perjanjian  Islam i
Indonesia (Tangerang: Citra Media. 2006), h. 127-128

3 Gatot Supramone. Perjanjian Utang Piutang. (Jakaria: Kencana. 2013), h. 12-16
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Menurut imam syafi'i bahwa 4 orang yang akadnya tidak sah,
yakni anak kecil (baik yang sudah mumayyiz atau belu,), orang gila, hamba
sahaya, mukallaf dan orang buta.’!

b. Sighat

Sighat ijab yakni pernyataan dari pemberi utang, sedang sighat
qabul yakni pernyataan mugtarid menerima ijab yang diucapkan oleh
mugridh. Sighat ijab bisa memakai lafal gard (utang atau pinjam) dan
salaf (utang), atau dengan lafal mengandung arti kepemilikan. Misalnya:
“saya milikan kepada barang imi, dengan ketentuan engkau harus
mengembalikan kepada saya penggantinya”. Pemakaian kata milik
tersebut bukan diberi secara percuma, tapi pemberian utang yang perlu
dibayar.™

Disamping adanya syarat rukun sahnya utang piutang tersebut
diatas, juga terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam
masalah utang piutang, yaitu sebagai berikut:*

1) Diwajibkan bagi orang yang berutang mengembalikan atau
membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan dengan
barang yang serupa atau dengan seharganya.

2) Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo bila yang
berutang belum mempunyai kemampuan dan disunnatkan
membebaskan sebagian atau semua utangnya, bilamana orang yang

kurang mampu membayar utangnya.

3 M. Dumairi, Nor, dkk Fkonomi Syariah Versi Salaf (Pasuruan: Pustaka
Sidogin 2007), h. 104

32 Ibid h. 375.

3 Shaleh, Ayar-ayar Hukum, Cet. 4, (Jakarta: Rineka Cipta. 2000}, h, 106.
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3) Cara membayar utang harus memenuhi syarat yang telah
ditentukan dalam perjanjian.

4) Berakhimmya utang piutang ini disyari’atkan supaya mereka mudah
dalam meminta dan menurut pihak yang berutang untuk melunasi
utangnya apabila sudah jatuh temponya.

¢. Mua'qud alavh (objek utang)

Hanafiyah menerangkan bahwa mawqud ' alayh hukumnya sah dan
mal mithli seperti barang yang diukur dan ditimbang (mawzunah), serta
dihitung.

Adapun (barang-barang yang tidak ada atau sulit mencan
persamaannya di pasaran tidak boleh dijadikan objek gardh, seperti hewan
karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.*

Selain pihak yang melakukan utang-piutang dan ijab gabul maka
utang piutang dianggap sah bila ada objek yang ditransaksikan. Berikut
syarat objek utang piutang:

1) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah
mengutangkan manfaat (jasa).”> Seperti seseorang pada hari ini
mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami
rumahnya.*

2) Harta yang berada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain
dalam jemis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan
perbedaan nilai seperti, uang, barang-barang yang dapat ditakar,

ditimbang, ditanam dan dihitung.”’

34 Ahmad Wardi Muschlis, Fikih Muamalat (Jakarta: Azzam,2010), h. 278-279.

3 Mardani, Op. cir.

3 Rachmat Syafe’i. Op. cit.

3 Mardani. Figh Fkonomi Syariah: 1igh Mu amalah (Jakarta: Kencana Prenadamedia
Group, 2013), h. 335.
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Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa gardh selain dari
perkara di atas dipandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda
yang menetap di tanah dan lain-lain.”®

Karena hal tersebut terdapat perbedaan harga dan taksiran
lainnya. Ulama Malikiyah, Shaft’iyah, dan Hanabilah
memperbolehkan gardh baik pada benda yang ditakar maupun
yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai,
seperti barang dagangan, hewan atau benda yang dihitung, jumhur
ulama membolehkan, gardh pada setiap benda yang dapat
diperjualbelikan, kecuali manusia,*”

3) Harta yang diutangkan diketahui, yang diketahui kadarnya dan
diketahui sifatnya, syarat ini tidak dipertentangkan oleh fugaha’
karena dengan demikian pengutang dapat membayar utangnya
dengan harta semisalnya.*’

Menurut Ahmad Azhar Basyir, agar utang piutang menjadi sah,
barang yang menjadi objek dalam utang piutang harus memenuhi sejumlah
syarat:*!

a) Benda yang bernilai yang punya persamaan dan pemakaiannya

memusnahkan benda tersebut.

b) Bisa dimiliki.

c) Bisa diserahkan pada pihak yang berutang.

d) Sudah ada pada waktu perjanjian dilakukan.

¥ Rachmal Syafi'l. Figih Mu'amalah (Bandung: Pustaka Setia, 20601), h. 154

* thid

© thid

41 Ahmad Azhar Basvir, Azaz-azaz Hukum Mu amalah (Yogvakarta: Pn. Fakultas Hukum
Universitas 1slam, 1990}, h. 44,
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Syarat yang ada dalam akad menurut keabsahanya dibagi
menjadi:*

1) Syarat sahih, syarat yang sesuai dengan intisari akad, dan
dibedakan oleh syara’ sesuai kebiasaan masyarakat.

2) Syarat batil, syarat tidak punya kriteria syarat safih dan tidak
bermilai bagi salah satu pihak atau lainnya, tapi bisa berdampak
negatif,

3) Syarat fasid, syarat yang tidak sesuai dengan sejumlah Kkriteria
dalam syarat shahih, hal mana semua rukunnya terpenuhi, tapi
tidak dengan syaratnya. Akibat hukumnya mawguf (berhenti dan
tertahan sementara)., Schingga belum ada perpindahan barang dari
penjual ke pembeli sebelum memenuhi syarat tersebut.

4. Hukum dalam Memberikan Utang
Hukwm transaksi utang piutang yang asainya sunnah karena
berbenturan dengan beberapa faktor antara lain, terkait dengan situasi dan
kondisi.* Hukum yang tadinya sunnah akan berubah diantaranya adalah:
a. Haram

Hukum Haram in berlaku pada dua sisi, sisi mugridh dan sisi
mugtarid. Dan sudut mugridh hukum haram berlaku Ketika ia mengetahui
atau menduga baliwa barang vang diutangkannya akan digunakan untuk
hal-hal yang berbau negatif (maksiat). Dan sudut mugtarid berlaku ketika
muyridh tidak dalam keadaan darurat dan ia sama sekali tidak bermaksud

mengembalikan atau dari awal, ia melihat keadaan dirinya yang

2 Wahbab Az-Zuhaili, Fikik Isiam wa Adillatuhu 3. terj. Abdul Hayvie al- Kattani, Cet. |
(Jakarta: Gema Insani. 2011), h. 203.

8 Marifatus Sholihin, Mutiara Samudra Figh: Metode Penalaran Solusi Fighivvah
(Kedir: Forum Pembukaan Bahtsul Masail. 2004), h. 121.
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sebenarnya tidak mampu untuk melunasinya, dari pihak mugtarid sendiri
juga mengetahui akan hal itu.*
b. Wajib

Hukum wajib memberikan utang ini disaat mugridh dalam keadaan
darurat bagi kelangsungan hidupnya, yakni jika tidak diberi utang maka
akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi mugridh®
¢. Makruh

Hukum makruh berlaku bagi mugridh yang mengetahui atau
menduga bahwa barang yang diutangkan digunakan dalam hal-hal yang
hukumnya makruh.
d. Sunnah

Hukum sunnah yang merupakan hukum asal ini berlaku dalam
kondisi ketika mugridh tidak dalam keadaan terjepit atau darurat, nilai
kesunnahan didapat dari adanya unsur 7z 'awun (tolong menolong) yaitu
tolong menolong orang vang sedang ditimpa kesukaran.*’
e. Mubah

Hukum mubah berlaku selain kasus yang hukumnya sebagaimana
disebutkan di atas.” Ketika mugridh termasuk orang yang tidak bisa
memegang uang banyak, sehingga 1a merasa khawatir akan terjadi hal-hal
yang tidak diinginkan. Atas permintaan sendiri, ia mengutangkan kepada

mugtarid yang sebenarnya tidak membutuhkan. **

M Ihid,.

4 M. Dumair, Nor, dkk, Ekonomi Svariah Versi Salaf (Pasuruan: Pustaka Sidogiri,
2007y, h. 104,

* fhid h. 122

47 Tbnu Mas ud. Figh Madzhab Svafi { Buku 2: Muamalar, Munakahat, Jinavat (Bandung;
Pustaka Setia, 2007). h. 65,

8 Ihid.,
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Hukum gard mengikuti taklifi: kadang makruh, wajib, dan haram.
Semua itu tergantung keadaan, cara dan proses akadnya.

Jika yang berutang punya kebutuhan mendesak, sedang yang memben
utang yakni orang kaya, maka si kaya sedianya memberi utang. Bila pemberi
utang tahu bahwa si pengutang memakai uangnya untuk hal maksiat, maka
haram memberinya utang sesuai situasi. Bila yang berutang tidak punya
kebutuhan mendesak, tapi untuk mmembantu permodalan usahanya, maka
hukumnya mubah. Seseorang bisa berutang bila sanggup melunasinya,
misalnya bila ia punya harta yang bisa dipakai untuk melunasi utangnya. Bila
hal itu tidak ada, maka tidak bisa berutang.*

5. Hikmah di Syariatkan Utang Piutang (A!-Qardh)

Syariat Islam bertabur hikmah dan rahasia, di antaranya hikmah
disyariatkannya utang piutang (al-gardh), yakni:*’

a. Menjalankan perintah Allah SWT agar kaum muslim saling tolong
menoclong

b. Memperkuat, ikatan persaudaraan (uk/ruwah) dengan cara memberi
bantuan kepada orang yang membutuhkan dan meringankan beban
orang yang dilanda kesulitan.

¢. Memajukan perckonomian umat, dengan adanya utang piutang

perekonomian masyarakat bisa berjalan dengan mudah.

¥ Abdullah bin Muhammad At- Thavvar. Ensiklopedi Figh Muamalah dalam
Pandangan +4 Madzhab, terf. Mifiahul Khairi (Maktabah al-Hanif: Yogyakarta, 2014), h. 157

% Abdullah bin Muhammad At- Thavyar. Ensiklopedi Figh Muamalah dolam
Pandangan 4 Madzhab. 1erj. Mifiahul Khairi (Maktabah al-Hanif: Yogyakarta. 2014), h. 204,
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6. Utang Piutang Bersyarat

Dalam dinamika kehidupan masyarakat, praktek utang piutang kerap
diterapkan dengan syarat. Syariat Islam sesungguhnya sudah mengatur
sejumlah ketentuan untuk mencegah manipulasi dan penyelewenngan, demi
menjaga esensi tolong menolong. Bentuk ketentuan syarat dalam Istam,
yakni:>!

a. (ardh disertai syarat yang hanya menguntungkan para diri mugridh,
bentuk syarat imi yakmi fasid sebab sudah menyimpang dari tujuan
akad gardh dan sudah menjadi riba.

b. Qardh disertai -syarat yang memberi keuntungan pada din mugtarid,
hukumnya juga fasid sebab berfokus pada keuntungan dipihak
mugridf.

7. Tata Aturan dalam Berutang
Berikut adab atau etika yang perlu diperhatikan dalam masalah utang
piutang (gardh):>*

a. Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan

b. FEtika bagi pemberi utang (mugridh):>
1) Pemberi utang wajib imembcri tempo pembayaran bagi yang

meminjam agar ada kemudahan untuk membayar.
2) Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah

ditentukan.

51 Ma'nfatus Sholihin, Op. cit.

52 Hendi Suhendi, Figh Mu amalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 98.

2 hup: www.almonhajor. id content 2285 slash 0 diakses tanggal 25 November 2020,
Pukul 22:23 WITA.
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a. Kelebihan yang diperjanjikan

Tambahan yang dikehendaki oleh pemberi utang atau lebih
menjadi perjanjian sewaktu akad hal ini tidak boleh, tidak halal orang
yang memberi utang untuk mengambil tambahan itu. Misalnya orang
yang memberi utang berkata kepada yang berutang, “saya memberi
utang engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah

L1

sckian,” Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran,
hukumnya haram dan termasuk riba.
b. Kelehhan yang tidak diperjanjikan
Utang seharusnya dikembalikan dalam jumlah yang sama
dengan yang. diterima, dari ‘orang. yang membenkan utang tanpa
tambahan, namun apabila terdapat penambahan pembayaran yang
dilakukan atas kemauvan orang yang berutang secara ikhlas sebagai
tanda terima kasih atas bantuan pemberian utang dan bukan didasar:
atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal) dan
merupakan kebaikan bagi orang yang berutang.
9. Berakhirnya Akad Utang Piutang
Akad utang piutang berakhir bilamana objek akad (garad) pada orang
yang meminjam (mugtarid) sudah dikembalikan kepada pemberi pinjaman
(mugqridh) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang sudah
disepakati di awal perjanjian. Dan pengembalian qarad seyogianya dilakukan

di tempat terjadinya akad gardh itu berlangsung >

3 H. Ahmad Khumedi Ja'far., Hukum Islam di Indonesia, (Pusat Penelitian dan
Penerbitan IAIN Raden Intang Lampung, 2015). h. 168.

56 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syari ah Prinsip dan Implemeniasi pada Nektor Keuangan
Svariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016}, h. 235,
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Memberi penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan

dalam melunasi utangnya sesudah jatuh tempo.

¢. Etika bagi orang yang berutang (mugiarid):**

D

4)

Pemberi utang (mugridh) tidak bisa mengambil keuntungan atau
manfaat dari orang yang berutang (mugtarid). Artinya, pinjaman
yang berbunga atau memberi manfaat apapun yakni haram yang
meliputi semua Bungan yang menjadi syarat dan pemberi utang
pemberi utang (muqridh) kepada si pengutang (mugtarid).

Orang yang berutang wajib harus melunasi utangnya, saat 1a sudah
bisa melunasinya. Sebab menundanya padahal 1a mampu, maka ia
berbuat zalim.

Benitang dengan niat yang baik, bukan untuk hal buruk seperti:
berutang untuk foya-foya (bersenang-senang), meminta sebab jika
meminta tidak diberi, maka dipakai istilah utang agar mau
memben dan berutang dengan niat tidak akan melunasinya.

Jika kesulitan membayar utang sesuai waktunya, sedianya yang
berutang memberitahu orang yang memberi utang, sebab hal ini
bagian dan menjalankan hak yang mengutangkan. Jangan diam

atau lan dan si pemberi utang, sebab akan memicu permusuhan.

8. Hukum Memberikan Kelebihan dalam Membayar Utang

Ada 2 macam hukum memberikan kelebihan dalam membayar utang,

yakni.>*

54

http:-“www. ekonomiislamindonesia.com 08 utangpivtangdalam-islam. himl.: diakses

tanggal 25 November 2020, pukul 23:16 WITA.
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Tapi, jika pember utang (mugridh) meminta agar garad dikembalikan
ke tempat yang diinginkannya, sepanjang tidak menimbulkan kesulitan atau
beban bagi orang yang berutang (mugtarid), hal itu dibolehkan. Akad hutang
(gardh) juga dibatalkan oleh kedua belah pihak karena sejumlah alasan. Bila
debitur (mugtarid) meninggal, gardh atau pinjaman yang belum dibayar akan
ditanggung oleh ahli waris. Olehnya itu, ahli waris wajib melunasi hutangnya,
tapi jika pemben pinjaman (mugridh) menghapus hutang dan berkeyakinan
bahwa Jika hutang sudah dilunasi; maka garad bisa dianggap sudah selesai.*’

B. Hiwalah
1. Pengertian Hiwalah
Diantara bentuk mu ‘amalah yang diatur dalam ajaran [slam adalah
masalah (pengaliian utang), atau dalam istilab syariah dinamakan dengan al-
hiwalah** Menurut bahasa, kata “ef-hiwalah” huruf ha’ dibaca kasrah atau
kadang-kadang dibaca fathah, berasal dari kata “at-tahawwul” yang berarti
“al-intigal”’ (pemindahan/pengalthan). Orang arab biasa mengatakan “hala
‘anil ‘ahdi” yaitu terlepas dari tanggungjawab.>*
Sedangkan secara istilah para ulama berbeda dalam mendefinisikannya,
yakni:
a. Menurut Zamul Arifin, Aiwalah yakni akad pemindahan utang piutang
suatu pihak kepada pihak lain, yang didalamnya ada 3 pihak, yakni
pihak yang berutang (muhil), yang memberi utang (muhal) dan yang

menerima pemindahan (muhal ‘alaih) %

3 Ihid .

% Wahbah Zuhaily, Al Figh Al- Islamy Al- Adillatuh, Juz 5. Dar Al-Fikr, Damaskus
1986, h. 143,

% Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Ai-Figh Ala Al-Madhzab Al-Arba‘ah. Beirut, Dar Al-
Fikr, t.1..h. 210.

%0 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syari ah di Indonesia. (Yogyakarta: Gadjah Mada
Universitiv Press, 2009), h. 253.



24

a. Menurut Hanaflyah, iwalah yakni memindahkan beban utang dari
tanggung jawab muhil (orang yang berutang) kepada tanggung jawab
muhal’ alaih (orang lain punya tanggung jawab membayar utang
pula).%*

b. Menurut Iman Maliki, Svafi’l, dan Hambali, A/-Hiwalah yakni
pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang
dari satu pihak kepada pihak lain.*

Figih pemindahan utang secara mutlak atau hiwalah muthalagah
(pemindahan utang tanpa menyebut utang yang dipunyai sebagai ganti rugi)
dibolehkan diterapkan hal tersebut, mengingat tingginya resiko pembiayaan
yang tidak temnci, sehingga yang bisa dijalankan yakni pemindahan utang
secara terikat atau fiwalah muqayadah (pemindahan utang atas utang yang
dimiliki sebagai gantinya) sebab kejelasannya dan resiko yang bisa diatasi ®*

Konsep hukum perdata hiwalah yakni serupa dengan pengambilan
alihan utang, lembaga pelepasan utang atau penjualan utang atau lembaga
penggantian kreditur atau penggantian debitur. Dalam hukum perdata dikenal
lembaga yang disebut subrogasi dan novasi yaitu lembaga hukum yang
memungkinkan terjadinya pergantian debitur atau kreditur **

2. Dasar Hukum Hiwalah

a. Al-Qur’an

1 Ad-Dur Al-Mukbtasar, Syarku Tanwir Al-Abshar, V340, dimikil dari Maugif Asy-
Svari ‘ah min Al-Masharif Al-Islamivah Al-Mu ashsyirah, karva Dr. Abdullah Abdurrahim Al-
Abadi, h. 339

2 Idris Ahmad, Figh ai-Syafi ‘ivah. (Jakarta: Karva Indah, 1986), h. 47.

6 Adiwarman Al Karim, Fkonomi fsiam. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 117.

® Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Isiam dan Kedudukannva dalam Tata Hukum
Perbankan Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2007), h. 93-94.
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Saat berirwalah ada bukti kasih sayang kepada sesama,
memudahkan mu ‘amalah mereka, memaafkan, membantu memenuhi
kebutuhan mereka, membayarkan utangnya dan menenangkan hati
mereka.

Sebagaimana firman Allah swt. Q.S. Al-Baqarah (2): 280

A%, o s, &z

obte L4 2 oY i ':'D-’E"f""":’o’-"-— =Y BT
S8 0y 1 A%1 04 1 580l (& Bada o) BRI 5 S 55 S (g

Terjemahnya:

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka bertlah tenggang

waktu sampai  dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu

menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” **

Ayat terscbut mencrangkan bahwa bila orang yang kamu utangi
mengalami kesulitan ekonomi, belum bisa melunasi utangnya, maka berikan
keleluasaan sampai ia bisa melunasinya. Bila kamu bersedekah kepadanya
dengan tidak menagih utangnya atau membebaskan sebagian utangnya. itu
lebih baik bagt kalian jika kalian mengetahui keutamaan sikap tersebut disisi
Allah SWT.

Juga dijelaskan dalam Q.S Al-Bagarah (2) ayat: 282

L GG 80 aa dal o ci RIS 1A) 1934 Gl il
Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman' Apabila kamu melakukan utang
piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kau menuliskannya.
Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan

benar” %

% Departemen Agama RI, A/-Qur an dan Terjemahnya. (Semarang: PT. Kanva Toha
Putra, 1989) h. 47.
% fhid. h. 48
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Artinya:

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil
yang menunjukkan keharamannya™”

Dalam hal ini tidak ada persoalan mengenai dasar hukum hiwalah
karena (ma” wulama yang merupakan kesepakatan dari ulama
membolehkan adanya transaksi hiwalah.

3. Rukun dan Syarat Hiwalah
a. Rukun Hiwalah
Rukun Aiwalah menurut Imam hanafi, hanya 1jab (pernyataan
melakukan hiwalah) dari pthak pertama dan gabul (pernyataan meneriia
hiwalah) dari pihak kedua dan pihak ketiga, menurut Madzhab syafi'i,
Maliki, dan Hambali rukun Aiwalah ada 6 yaitu:"

1) Ada utang pihak ketiga kepada pihak pertama, utang muhal ‘alaih

kepada muhil.

2) Ada utang pihak pertama dan pihak kedua (muhal bih), yaitu utang

muhil kepada muhial.

3} Orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, (muhil),

4) Orang yang berutang kepada muhil dan wajib membayar utang

kepada muhal.

5) Orang yang berpiutang kepada muhil, (muhal atau muhtal).

6) Pernyataan Aiwalah, (shighat).
b. Syarat- syarat Hiwalah, berkaitan dengan muhil, muhal, muhal’ alaih,
dan muhal bik (utang yang dipindahkan), yaitu:

1) Syarat pemindahan utang (muhil}

2 A, Djasuli, Kaidah-kaidah Figih, (Jakarta: Prenada Media Group. 2007). h. 10.
" Idris Ahmad, Figh al- Syafi iyah, (Jakarta: Karva Indah, 1986), h, 57-58.

-
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Berkemampuan melakukan akad dalam hal ini hanya dapat
dimiliki jika ia berakal dan baligh, hiwalah tidak sah dilakukan oleh
orang gila dan anak-anak karena tidak mampu belum dapat dipandang
sebagai orang yang bertanggung jawab secara umum.”!

a) Beban muhil setelah hiwalah. Ketika hiwalah berjalan sah
dengan sendirinya tanggung jawab muhil gugur, menurut
pendapat ulama jumhur, andaikata muhal ‘alaih mengalami
kebangkrutan, membantah Aiwalah atau meninggal dunia,
maka muhal tidak boleh kembali lagi kepada muhil. Menurut
madzhab Maliki, bila muhil telah mempu muhal, temyata
muhal ‘alaif orang fakir yang tidak memiliki. sesuatu untuk
‘membayar, maka muhal boleh kembah lagi kepada muhil.
Sedangkan menurut imam Malik, orang yang menghiwalahkan
utang kepada orang lain, kemudian muhal ‘alaih mengalami
kebangkrutan atau meninggal dunia dan ia belum membayar
kewajiban, maka muhal tidak boleh kembali kepada muhil.

b) Karelaan muhi/, disebabkan hiwala/i mengandung pengertian
pelupusan hak milik sehingga tidak sah jika ia dipaksakan.”
2) Syarat Muhal (orang yang berpiutang kepada muhil).™
a) Harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak, hal
ini sama dengan syarat yang harus dipenuhi oleh muhil.

b) Kerelaan dari muhal karena tidak sah jika hal itu dipaksakan.

"t Al Fikri, Af- Muamealat 41- Madiyah wa Al- Adabiyah, Juz 2. Mathba’ah Musihafa Al-
Babiy Al- Halaby. Mesir, cet I, 1357 H, h 74-80

2 phid h. 82.

T Ibid, h. 74-80.

™ Wghbah Zuhaily. 4/- Figh Al- Islamy Al- Adiliaruh Juz 5. Dar Al-Fikr, Damaskus
1986, h. 147.
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¢) Penerimaan penawaran hendaklah berlaku dalam majelis akad,
ini adalah syarat berakad.

3) Syarat Muhal ‘alaih (penerima pindah utang).”

a) Berakal dan baligh.

b) Penerimaan hendaklah dibuat dalam majelis akad.

¢) Kerelaan, ketika ada unsur-unsur paksaan dalam penerimaan
pindah utang, akadnya tidak sah ulama Maliki tidak
mensyaratkan kerelaan bagi penerima Aiwalah.

4) Syarat Muhal ‘bik (utang).”®

a) Hendaklah utang yang berlakw pada pemiutang dan
pemindahan utang, sekiranya ia bukan utang kedudukan
akadnya menjadi perwakilan. Implikasinya hiwalah dalam
bentuk barang yang ada tidak sah, karena ia tidak tetap tidak
berubah dalam tanggungan.

b) Utang tersebut hendaklah berbentuk utang lazim, utang yang
tidak lazim tidak sah dipindahkan, seperti bayaran ganjaran
yang mesti dibayar oleh hamba mukatab (hamba yang
dibenarkan menebus dirt dengan bayaran), karena utangnya
tidak boleh dianggap sebagai utang lazim. Ringkasnya, setiap
utang yang tidak sah untuk tujuan jaminan ia tidak sah juga

untuk dipindah-pindahkan.

S Ibid h. 167.
% fhid h. 168
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4. Jenis- jenis Hiwalah

Hiwalah dalam madhzab Hanafi membagi dalam beberapa bagian, jika
ditinjau dari segi objek akad, maka hiwalah dapat dibagi menjadi dua apabila
yang dipindahkan itu adalah hak menurut utang, maka pemindahan itu disebut
pemindahan hak (hiwalah al-haq), sedangkan jika yang dipindahkan itu
berkewajiban untuk membayar utang, maka perpindahan itu disebut
pemindahan utang (hiwalah ad-dayn). Sedangkan jika ditinjau dan sisi lain
dibagi menjadi dua yaitu:”’

a. Hiwalah Al-mugayyvadah (pemindahan bersyarat)

Pemindahan bersyarat, vaitu pemindahan sebagai ganti rugi dari
pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Contoh jika A
berpiutang kepada si B sebesar lima ribu rupiah, sedangkan B berpiutang
kepada st C juga sebesar lima ribu rupiah. B kemudian memindahkan atau
mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya vang terdapat pada C
kepada A sebagai ganti pembayaran utang B kepada A.Dengan demikian,
hiwalah al- muqayyadah pada satu sisi merupakan hivwalah al-hag, karena
B mengalihkan hak menuntut piutangnya dari- C kepada A, sedangkan
diposisi lain, sekaligus mermpakan hivalah ad-dayn karena B mengalihkan
kewajibannya membayar utang kepada A menjadi kewajiban C kepada A.
Berdasarkan kesepakatan para ulama hukum hiwalah im diperbolehkan
karena banyak mendatangkan manfaainya dari pada mudharamya.

b. Hiwalah Al-mutlagah (hiwalah tetap)

Hal imi terjadi jika orang yang berutang (orang pertama) kepada

" Sunartono Zulkifli, Panduan Prakiik Perbankan Syari ah, Jakarta: Zikrul Hakim, h. 30.
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orang lain (orang kedua) mengalihkan hak penagihannya kepada pihak
ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berutang kepada orang pertama. Jika
A berutang kepada B dan A mengalihkan hak penagihan B kepada C
sementara C tidak punya hubungan utang piutang kepada B, maka hiwalah
ini disebut muthlagah. Jika ditinjau dari segi objeknya, hiwalah dibagi
menjadi dua, yaitu:
1) Hiwalah dayn
Merupakan pemindahan utang kepada orang lain yang mempunyai
utang kepadanya, berbeda dengan hiwalah haq.
2) Hiwalah hag
Merupakan pemindahan dani satu piutang dengan piutang yang lain
dalam bentuk wang bukan barang, hal ini yang bertindak sebagai
muhil adalah pemberi utang dan i1z mengalihkan haknya kepada
pemberi utang vang lain. Sedangkan orang yang berutang tidak
berubah atau berganti yang berganti adalah piutang, ini terjadi jika
piutang A mempunyai utang kepada B.
S. Berakhirnya Akad Hiwalah
Akad hiwalah berakhir oleh hal-hal berikut ini:™
a. Meninggalnya muhal sementara muhal ‘alaih mewarisi harta hiwalah
karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Jika akad
ini hiwalah mugayyadah, maka berakhir sudah akad Aiwalah itu
menurut madzhab Hanafi.
b. Jika muhal menghibahkan atau menyedekahkan harta hiwalah kepada

muhal ‘alaih dan ia menerima Aibah tersebut.

™ Ibid h. 154,
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¢. Dibatalkan atau fasakh, hal im terjadi jika akad Aiwalah belum
dilaksanakan sampai tahapan akhir lalu difasakh, keadaan mi hak
penagihan dari muhal akan kembali lagi kepada muhil.

d. Hilangnya hak muhal ‘alaih karena meninggal dunia atau bangkrut
atau ia mengingkari adanya akad hiwalah sementara muhal tidak dapat
menghadirkan bukti atau sakst.

e. Jika muhal ‘alaih telah melaksanakan kewajibannya kepada niuhal, ini
berarti akad hiwalah benar-benar telah dipenuhi oleh semua pihak.

6. Konsekuensi Akad Hiwalah
Ada beberapa hal yang menjady konsckuensi akad hiwalah, yaitu
sebagai berikut;”’

a. Madzhab Hanafi beliau membenarkan terjadinya akad hiwalah al-
mutlagah, menurut pendapatnya jika akad hiwalah ai-mutlagah terjadi
karena keinginan dari si muhil, maka hak dan kewajiban antara muhil
dan muhal ‘alaih yang mereka tentukan ketika melakukan akad utang
piutang sebelumnya masih tetap berlaku khususnya jika jumiah utang
piutang antara pihak pertama, kedua dan ketiga tidak sama.

b. Akad hiwalah menyebabkan lahirnya hak bagi muhal untuk menuntut
pembayaran utang kepada muhal ‘alaifi.

¢. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kewajiban muhil untuk
membayar utang kepada muhal dengan sendinnya menjadi terlepas,
adapun menurut sebagian ulama madzhab Hanafi kewajiban tersebut

masih tetap ada selama pihak ketiga belum melunasi utangnya kepada

muhal.

" Wahbah Zuhaily, 4/- Figh Al- Islamv Al- Adillatuh. Juz 5, Dar Al-Fikr, Damaskus
1986, h. 130,
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C. Tanggung Renteng

1. Pengertian Tanggung renteng

Istilah tanggung renteng (hoofdelijkheid) berawal dari tradisi para
pedagang yang kemudian diangkat dalam kodifikasi undang-undang hukum
dagang (wet boek van koophandel) yang masuk dalam pembahasan tentang
commanditaire venootschap (CV). Tanggung renteng adalah suatu bentuk
tanggung jawab bersama diantara anggota kelompok atas segala kewajiban
terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.
Konsekuensi bila ada salah satu anggota kelompok ada yang menyimpang
atau tidak qualified maka akad ditanggung cleh semua anggota kelompok.®

Kata tanggung renteng bernula dan kata ‘tanggung’ yaitu menjamin,
memikul, melalui dari menyatakan ketersediaan agar bisa membayar
sejumlah utang orang lain apabila orang yang bersangkutan tidak dapat
menepati janji, serta jika tidak mampu membayar utang yang sudah

disepakati. Sedangkan kata ‘renteng’ yaitu berarti untaian, dan rangkaian.®

“Tanggung renteng” didefimisikan yaitu sebagai sebuah tanggung
jawab jawab bersama bilamana diantaranya, anggota di dalam suatu
kelompok atas segala kewajiban kepada koperasi melalui keterbukaan dan
rasa saling mempercayai yang begitu mendasar.*

‘ Sedangkan pengertian tanggung renteng menurut para ahli, antara

lain:

8 Ramdani, “Penerapan Tangung Renteng pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan”
| (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya) Jurnal Al-Anrwal,
| Vol, I, No. I, (Agustus 2018}, h. 103

81 pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (hiip:.-kbbiwb.id 2020),
diakses 20 November 2020 pukul 09.34.

82 Gatot Suprivanto. Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakii Wanita
Jawa Timur. (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita. 2009}, h. 36.
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a. Tanggung renteng adalah istilah hukum menanggung secara bersama-
sama tentang baiaya yang harus dibayar dan sebagainya.”

b. Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama pada suatu
kelompok orang yang mengerjakan suatu pekerjaan tertentu yang
bersifat utang piutang, dan melakukan bagi hasil. Apabila mengalami
keuntungan sesama rekan satu kelompok tersebut, begitu sebaliknya
jika mengalami kerugian™ Tanggung renteng dikenal sebagai upaya
kelompok membagi resiko secara adil dan merata. Seorang gagal,
semua merasakan hasilnya, yang dikenal sebagat 1 ji ti beh, artinya
mati siji_mati kabeh. Tanggung renteng merupakan jaminan kolektif
dari’ kelompok-kelompok peminjam dengan syarat kelompok terdin
dari peminjam yang saling mengenal dan berada di satu wilayah
tempat tinggal. Pengelompokkan imi dimaksudkan agar anggota
kelompok saling kontrol, saling bantu meningkatkan produkiifitas dan
penjualannya  schingga  peminjam  dapat  mengembalikan
pinjamannya

¢. Tanggung renteng adalah suatu utang yang bersifat kelompok yang
mempunyai satu kewajiban membayar agar utang gugur.®

2. Dasar Hukum Tanggung Renteng
Pada ayat Al-Qur’an, diantaranya ada yang memuat nilai-nilai yang

ada pada praktik tanggung renteng (TR) yakni dalam QS. Al-Maidah (5) : 2

8 Matahan Giska. Gegana, * Pencrapan Prinsip Tanggung Renteng dalam Haol Kreditur
Melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi . {Jakarta: Universitas Indonesia,
2011, h 23

¥ Sylistyani Desi, "PNPM™ {Jakarta Barat: CV Artha Rivera. 2011), h. 52.

8 Mas Hadi Purnomo. “Aralisis Manajemen Strategi dan Sistem Tanggung Renleng
dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Intren dan Kinerja Koperasi di Provinsi Jawa Timur (
Studi pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita di Wilayah Provinsi Jawa Timur)” Jurnal limu
Ekonomi dan Manajemen. Vol. 5. No. 1 (Oktober 2008). h. 24-25.

¥ Susanto, Alam. ' Perekonomian Masyarakat . (Yogyakarta: Ari Offse, 2007). b 38
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Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran,
s R7

Bertakwalah kepada Allah, sungguh, AHah sangat berat stksa-Nya”.
Ayat di atas menjelaskan bahwa tolong menolong dalam mengerjakan
kebajikan yakni segala bentuk dan imacam hal yang membawa kepada
kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi dan demikian juga tolong
menolonglah  dalain  ketagwaan vyakni segala upaya yang dapat
menghindarkan bencana duniawi dan atau ukhrawi, walaupun dengan orang
yang tidak seiman dengan Kita, serta jangan tolong menolong dalam berbuat
dosa dan pelanggaran *
Praktik tanggung renteng selain dijelaskan dalam al-qur'an juga
diperkuat dalam hadist sebagai berikut:
Nabi Muhainmad SAW dalam sabdanya:
{530 AN ol g} Tl 2 a1 IS 208 Uy 0% 31 agks 554 O & palialy
Artinya :
“Orang-orang muslim itu terikat dengan syarat yang mereka sepakati.
kecuall dengan syarat vang mengharamkan yang halal atau yang
mengharamkan yang haram.” (HR. At-Turmudzi).*

Praktik sistem tanggung renteng juga diperbolehkan menurut

ijma’ " yaitu para sahabat sudah melakukan /ttifag atau kesepakatan dalam hal

¥ Departemen Agama RY, A/-Qur an dan Terjemahnya. (Semarang: PT. Karva Toha
Putra, 1989) h. 106.

¥ M Quraish Shihab, Tafvir 47-Mishah, (Tanggerang Penerbit Lentera Hati, 2001), h. 10.
¥ Sunan at-Turmud7zi. Kitah Al-Sifar al-Oiyamah wa ar-Rakaik al-Wara, Bab 60, No.
2517, h. 60.
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ini saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya (agilah), tidak
adanya penentangan oleh sahabat dan telah terbukti sudah dilakukan oleh
sahabat Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga bisa disimpulkan bahwa
mereka telah sepakat dalam hal ini karena adanya nilai-nilai positif dan juga
aspek kebaikan pada praktik agilah, sehingga mendorong para ulama untuk
melakukan mufakat (ijma’) yang menyatakan bahwa perbuatan seperti aqilah
tidak bertentangan pada nilai-nilai yang ada dalam syariah Islam.®

3. Tanggung Renteng dalam Islam

Istilah tanggung renteng memang tidak dikenal dalam Islam. Akan
tetapi dalam figih mu’amalah terdapat istilah “kafaloh ™. Kata kafalah disebut
juga dengan jaminan (dhaman), beban (hamaich), tanggungan (za amah).
Secara syarc’ kafalah bermakna penggabungan tanggungan seorang kafil
(orang yang menanggung) dan ashul (orang yang ditanggung) untuk
memenuhi tuntutan dirinya, utang, barang, atau suatu pekerjaan.”’

Ada juga pengertian lain yakni Kafalah artinya mengalihkan suatu
tanggung jawab seorang vang dijamin dengan berpegang terhadap tanggung
jawab seorang pemjamin, Kafalah dalam buku Sugiyah Musyafa’ah,
bermakna dhaman (jaminan), Aamalah (beban), dan za ‘amah (tanggungan).*?

Pada hukum Islam, kafalah saling bersambungan dengan permasalahan
utang piutang antara dua pihak. Pihak pertama bersama dengan pihak lain

melibatkan penjamin atau yang disebut pihak ketiga. Dhaman berarti jaminan

M Hasan Ali, Asuransi dalam Prespektif Istam, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 122,
9 Udin Saripudin, “Sistem Tonggung Renteng dalam perspekiif Ekonomi Islam”,
Iqtishadia. Vol. 6, No.2. (September 2013). h.386.

92 Qugivah Musvaia'ah, Hadisth Hukum Ekonomi [slam, (Surabava: UINSA Press. 2014),
h. 161,
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dan tanggungan. Dalam islam sendiri sudah dijelaskan bahwasanya makna
menanggung utang seseorang atau menjamin utang seseorang yang bertujuan
untuk melunasi utang tersebut, mengadakan barang atau menghadirkan
sesorang yang melakukan transaksi di tempat yang sudah ditentukan

Pengertian ini, bisa diketahui bahwasanya dhaman dapat diterapkan
untuk berbagai bidang dalam melakukan mu ‘amalah yang menyangkut suatu
jaminan pada manusia serta harta bendanya. Dhaman  dalam
pendayagunaannya pada harta dan benda, jaminan pada kekayaan, jaminan
pada jiwa, serta jaminan pada beberapa perserikatan sudah menjadi sebuah
kebiasaan masyarakat, Oleh karena itu, istilah kafalah dan istilah dhaman
dapat untuk diterapkan pada penmasalahan jual beli, pinjam dan meminjam
atau yang disebut ‘arivah, titipan atau yang biasa disebut wadr 'ah, utang dan
piutang atau vang disebut dengan gardh, agunan atau yang disebut rahn ™

Di bawah ini adalah pengertian kafaiah, yakni:*

b. Menurut Jumhur ulama
‘Tanggung jawab orang yang menjamin dikumpulkan dengan
tanggung jawab orang yang dijjamin pada masalah hak atau utang,
schingga hak atau wang itu menjadi tanggung jawab untuk keduanya.
¢. Menurut ulama Hanafiah
Mempersatukan tanggung jawab dengan tanggung jawab lainnya
ntuk hal tuntunan secara mutlak, baik yang terkait jiwa, materi, uang,

dan pekerjaan.

% Muhammad Svafi’'l Amtonio, Bank Svariah: dari teovi ke Praktik (Jakarta: Gema

Insani, 2001}, h. 123

4 fhid..
%3 Sugiyah Musyvafa'ah, Op. ¢it..
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4. Manfaat Tanggung Renteng

|
|
|
Sistem tanggung renteng bermanfaat bagi kekompakan kelompok dan

kepercayaan dari pihak luar. Penerapan tanggung renteng perlu control sosial

‘ yang komprehensif, sehingga sistem ini bisa berjalan efektif. Perlunya kriteria

berikut agar tanggung renteng berjalan efektif:*

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Kelompok punya ikatan yang kuat, solidaritas, kebanggaan
kelompok dan sudah teruji dalam jangka waktu yang lama.
Anggota kelompok mendapat pinjaman yang relatif sama besarnya.
Semua anggota kelompok punya usaha dengan tingkat laba yang
memadai.

Kelompok punya pemimpin dengan watak yang cukup baik,
berpengaruh dan tegas untuk menjalankan aturan kelompok yang
disepakati.

Anggota kelompok sudah punya atau bersedia menyetor sejumlah
tabungan dengan rasio sesuai jumlah pinjaman yang diminta sesuai
yang disyaratkan.

Kelompok punya ketua, pengurus atau anggota yang bersedia dan
memenuhi syarat untuk menjadi gvalist (penanggungan) bagi
anggota lain yang membutuhkan kredit tapi tidak punya agunan
{jaminan)

Para anggota bersedia menjaminkan harta pribadinya sebagai
agunan.

Anggota kelompok punta kegiatan usaha perihal kepentingan satu

sama lain,

% Udin Sanpudin, Op. cit.. h. 387,
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5. Unsur- unsur dalam Tanggung Renteng
Sistemn tanggung renteng mustahil diaplikasikan tanpa adanya anggota
dalam kelompok. Untuk itu, ada 3 unsur yang harus dipenuhi oleh sistem
tanggung renteng, yakni:’’
a. Kewajiban
Dalam hal kewajiban, setiap anggota perlu membayar simpanan
pokok dan simpanan wajib, serta pembayaran angsuran sesuai jumlah
pinjaman vyang diberikan oleh koperasi. Perbedaannya ada pada cara
pengelolaannya, ‘pemenuhan kewajiban diselesaikan sesuai kelompok
bersama dan sejumlah kewajiban, dan masing-masing anggota kelompok
bertanggung jawab. Untuk itu, semua kewajiban anggota harus dilunasi
selama pertemuan kelompok. Lalu penanggung jawab, setelah menerima
kewajiban anggota, menyetorkan seluruh kewajiban berupa dana atau
modal ke dalam koperasi. Jika satu anggota tidak bisa membayar, semua
anggota kelompok berbagi tanggung jawab atas kegapalan anggota untuk
membayar. Sebab inilah yang disebut sistem tanggung renteng (TR), jika
ada risiko, ditanggung bersama.
b. Kelompok
Kelompok disini bukan sekadar daftar anggota yang sudah menjadi
kelompok, tapi anggota sendiri atau individu berimisiatif membentuk

kelompok yang saling mendukung. Kelompok ini bisa dilthat lewat

aktivitas pertemuan, yang bisa dilakukan secara konsisten dan teratur

77 Gatot Suprivanto, Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakii Wanita
Jawa trmur. (Surabava: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009}, h. 36.
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sesuai aturan kelompok yang sudah diberikan sebelumnya. Selain urusan
rencana tanggung jawab bersama, anggota juga bisa menjalin hubungan
dengan anggota kelompok lainnya.
¢. Peraturan

Perbedaan antara koperasi dan sistem tanggung renteng yakni
bahwa dalam koperasi umum, anggota harus mematuhi aturan yang
berlaku, yang tertulis dalam ad-art dan peraturan khusus. Isi dari rencana
tanggung renteng ini bahwa anggota merumuskan aturan untuk menjaga
hubungan.

6. Syarat dan Ketentuan Program Kelompek Tanggung Renteng

Kegiatan juga dikiasifikasikan sebagai ‘dasar pemakaian tanggung
renteng untuk mengelola lembaga keuangan. Ada 2 cara untuk menjadi
anggota sistem tanggung renteng yakni, sudah bergabung dan membentuk
kelompok baru, setidaknya 10 anggota terdaftar. Minimum ini sesuai
pertimbangan tanggung jawab setiap anggota saat ristko dan penyimpangan
terjadi. Situasi yang ada yakm semakin kecil jumlah anggota maka semakin
berat bebannya saat ada tanggung renteng (TR).*

Meski keberadaan suatu kelompok menjadi tanggung jawab semua
anggota kelompok, tapi setiap kelompok perlu penanggung jawab (PJ) yang
mengkoordinasikan kegiatan kelompok dan membagi tanggung jawab. ltu
sebabnya saat kelompok terbentuk, hal pertama yang harus dilakukan yakni
memilih penanggung jawab, yang siap mengkoordinir aktivitas kelompok
tanggung renteng. Dalam hal memilih, anggota berhak menentukan siapa

yang siap menjadi penanggung jawab. ™

8 fhid., h. 49
® Ihid
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7. Nilai-nilai Tanggung Renteng

Dalam penerapan sistem tanggung renteng (TR), ternyata terjadi juga
proses perubahan perilaku anggota. Perilaku yang berlandaskan dengan nilai-
nilai kearifan yang kemudian dikenal dengan nilai-nilai tanggung renteng.
Berikut merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam program kelompok
tanggung renteng (TR) yakni sebagai berikut:'""

¢. Gotong royong dan kekeluargaan.

d. Menumbuhkan rasa disiplin, kejujuran, tanggung jawab, musyawarah
serta rasa percaya din terhadap anggota dalam satu kelompok dan
sesama kelompok.

8. Mekanisme Tanggung Renteng
Ditemukan dua macam mekanisme sistem tanggung renteng, yakni
sebagai berikut: "'

a. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Disini  mekanisme mengatur bagaimana cara atau  proses
pengambilan keputusan pada tingkat kelompok yang dikaitkan dengan
tanggung jawab yang akan dipikul sebagai konsekuensi dan keputusan.

Karena segala konsekuensi menjadi tanggung jawab selurub anggota

kelompok, maka proses pengambilan keputusan juga harus melibatkan

semua anggota kelompok. Proses pengambilan keputusan adalah dengan

cara bermusyawarah yang dapat menghasilkan kesepakatan bersama, yang

9 Andriani S. Soemantri, dkk, Bunga Rampai Tanggung Renteng (Malang:
Puskowajanti LIMPAD. 2001). h. 37.

1" Gatot Suprivanto, Op. cit, h. 66,
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berarti apa yang telah diputuskan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh
semua anggota dalam kelompok tanggung renteng (TR).!*
b. Mekanisme Kontrol
Pada sistem tanggung renteng {TR), mekanisme kontrol memaksa
semua anggota menjadi penanggung jawab. Dalam hal ini jika ada anggota
yang tidak bertanggung jawab, maka semua anggota kelompok harus
i menanggung bebannya, beban disini mengacu pada bentuk pinjaman dana
‘ atau modal, dan juga nilai moral suatu kelompok. Jika kelompok tidak
mau menanggung beban, maka hak-hak anggota kelompok tidak bisa
diwujudkan, Sebenamnya, aturan kelompok merujuk pada kontrol yang
ditetapkan setiap kelompok.'™
9. Konsep Pembiayaan Dalam Sistem Tanggung Renteng
Sistem tanggung renteng yakni pengejawantahan dari asas
kekeluargaan dan gotong royong dalam koperasi. Seperti yang diutarakan
Syaiful Arifin dalam jumalnya, tujuan sistem tanggung jawab bersama
terutama untuk faktor manusia. Sistem tanggung renteng berpengaruh kepada
tanggung jawab bersama atas penerimaan anggota baru dalam kelompok,
perbuatan atau kelakuan anggota kelompok, dan pengajuan pinjaman dari
anggota kelompok kepada koperasi. Sistem ini juga berpengaruh pada
perbuatan atau kelakuan pemimpin kelompok atau pengurus kelompoknya, '™
Wanprestasi yang dilakukan oleh mitra dapat dilihat dann ketentuan

klasifikasi kondisi mitra. Klasifikasi kondisi mitra adalah klasifikasi terhadap

02 1hid . h. 67.

U Ibid, h 71

%4 Svaiful Arifin. “Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng Dan
Kontribusinva Pada Tercapainya Zero Bod Debt” Jurnal Keuangan dan Perbankan Vel 12
No.3 (September 2008) Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang, h. 520.
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perfomance mitra oleh kreditur yang dilakukan untuk mendeteksi secara dini
mitra mana saja yang potensial bennasalah. Klasifikasi tersebut dibagi
menjadi tiga bagian untuk memudahkan pengelompokan mitra, yaitu:!%
a. Klasifikasi over tenor
Mitra dapat dikategorikan dalam aspek over tenor apabila kedua
aspek penilaian tidak diperuhi dan melebihi jangka waktu pembayaran
angsuran sesuai perjanjian
b. Klasifikasi door to door
Mitra dapat dikategorikan ke dalam klasifikasi door to door
apabila kedua aspek tersebut tidak dipenuli oleh mitra, namun dalam
hal ini masih dapat dilakukan penagihan dengan mengunjungi rumah
mitra satu persatu ntuk meminta pembayaran angsuran.
c¢. Klasifikasi sedang
Mitra dapat dikategorikan ke dalam klasifikasi sedang apabila
mitra hanya dapat memenuhi salah satu darn kedua aspek penilatan,

misal mitra tidak hadir tetapi tetap membayar angsuran.

105 Compaka Widowati, “Efektivitas Tanggung Renteng pada Perusahaan Modal Ventura
Untuk Mengatasi Perusahaarn Pasangan Usaha Wanprestasi”, Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta, Privat Low. 6, No. 1, (Jawa Tengah, 2018) h. 84.



BAB IH
METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini memakai penelitian deskriptif kualitatif yang
dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau melukiskan secara sistematis,
otentik, dan kredibel perihal fakta, sifat, dan korelasi dengan fenomena yang
diteliti. Penelitian ini dalam klrazanah keilmuan sosial secara esensial merujuk
pada pengamatan manusia baik secara lingkungannya atau peristilahannya.'*
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, hal mana terkait dengan
pemahaman metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial. Metode yang
dipakai yakni metode deskriptif, metode yang menguraikan sifat-sifat,
individu, gejala, situasi atau kelompok tertentu.'"”’
B. Lokasi dan Objek Penelitian
Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone. Sedang
objek penelitian ini yakni masyarakat yang melakukan transaksi sistem tanggung
renteng dalam pembayaran utang. Alasan pemilihan lokasi ini, sebab masyarakat
khususnya perempuan dominan punya perekonomian menengah ke bawah
memakai jasa PNM Mekaar Syariah untuk meminjam modal untuk kebutuhan

hidup dengan memakai sistem tanggung renteng dalam pembayaran utangnya.

1% Lexy | Moeleong. Metodologi Penelitian Kualitarif, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2006), h. 26.
7 Sutrisno Hadi, Merode Research. (Jakarta: Fakulias Psikologi UGM,1994), h.142.
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada prakiek sistem tanggung renteng dalam
pembayaran utang oleh masyarakat Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone. Dengan
meneclaah perspektif hukum Isiam terhadap bentuk praktik tanggung renteng
dalam pembayaran utang oleh masyarakat.

Adapun deskripsi penelitian yakni praktek sistem tanggung renteng yang
dijalankan oleh masyarakat kerap tidak selaras dengan syariat Islam, hal mana ada
pihak yang merasa dirugikan - dan mengakibatkan penyesalan sehingga
melemahkan keutamaan dari utang piutang.

D. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer yakni data yang didapat secara langsung dari subjek
penelitian (responden) untuk mendapat data yang kredibel.'®® Sumber
primer penelitian ini yakni al-Qur’an, Hadis, /jma ' dan Fatwa DSN

b. 'Data Sekunder

Data yang didapat dari sumber yang sudah ada dari perpustakaan atau
hasil penelitian schelumnya.'” Data sckunder penclitian ini yakni buku,
junal karya tulis ilmiah, internet, yang relevan dengan sistem tanggung
renteng dalam pembayaran utang.

¢. Data Tersier

Data tersier yakni data penjelas dari data primer dan sekunder berupa

kamus dan ensiklopedi Islam.

108 Kartini Kartono. Pengantar Metedologi Riset Sosial, (Bandung : CV. Mandar
Maju, 1996). h. 81.

09 [obal Hasan, Pokok-Pokok Materi Mefodologi Penelitian dan  Aplikasinya
(Jakarta:Ghalia IKAPI, 2002), h. 82.



46

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yakni peneliti itu sendin.
Olehnya itu, peneliti harus “memverifikasi” sejauh mana kesiapan penehti untuk
meneliti sebelum terjun ke lapangan. Verifikasi peneliti sebagai alat mencakup
verifikasi pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan di
bidang penelitian, dan kesiapan peneliti memasuki objek penelitian. Sebagai
human instrument, peneliti kualitatif. punya fungsi menentukan prioritas
penelitian, menentukan penyedia informasi sebagai sumber data, mengumpulkan,
mengevaluasi kualitas, menganalisis, menafsirkan data, dan menarik kesimpulan
atas temuannya.

Berikut ciri penclitian sebagai instruinen penelitian cleh Nasution (1996):!1

a. Peneliti scbhagai alat sensitif, peneliti bisa mrespon rangsangan dari
lingkuzigan, ia harus paham apakah itu masuk akal bagi peneliti.

b.  Secbagai instrumen, peneliti bisa segera menganalisis data yang didapat.
la bisa menginterpretasikan, segera menghasilkan hipotesis untuk
menetapkan pengamatan, dan menguji hipotesis yang muncul dengan
segera. Hanya manusia scbagai alat yang bisa menank kesimpulan
sesuai data yang dilimpun pada suatu waktu, dan mendapat konfirmasi,
perubahan, dan perbaikan lewat umpan balik instan.

c. Peneliti sebagai alat bisa beradaptasi dengan semua situasi, sebab
kuesioner atau angket tidak bisa menangkap semua situasi kecuali
peneliti (manusia). Interaksi manusia tidak hanya bisa dipahami dengan

pengetahuan saja, tapi juga harus dirasakan dan dialam.

140 Nasution, Merode Research (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 55-56
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F. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini yakni Kepala Cabang PNM Mekaar Syariah
Desa Bulu Allapporenge, Pegawai PNM Mekaar Syarial, Ketua kelompok PNM
dan anggota kelompok PNM Mekaar Syariah Desa Bulu Allapporenge dan tokoh
agama. Para informan tersebut merupakan kunct informasi yang dipandang tahu
dan cakap perihal sistem tanggung renteng di PNM Mekaar Syariah Desa Bulu
Allapporenge.

G. Teknik Pengumpulan Data
1. Dokumentasi
Dokumentasi yakni proses menemukan, menghimpun, dan menyajikan
data sebagai data kredibel untuk menguatkan informasi yang sudah didapat,
berupa gambar, buku, jurnal, dan sebagainya sesuai topik penelitian.'!!
2. Observasi

Observasi yakni proses mengamati objek penelitian, merasakan dan

memahaminya sesuai ide yang sudah diketahui sebclumnya untuk mendapat
informasi sesuai kebutuhan penelitian. 12
3. Wawancara//nterview

Wawancara yakni menghimpun data primer yang didapat dari subjek
penelitian.''> Wawancara dimaksudkan sebagai studi pendahuluan untuk

menelisik masalah yang hendak diteliti lewat responden secara mendalam. '

1% Quharsini Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan Prakiik. (Jakarta: Bima
Aksara, 1981), h. 202,

112 poter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub,
2009), h. 252,

113 Abdul khadir Muhammad, Hekum dan Penelitian Hukum, (Bandung:PT. Citra Aditya
Bakti 2014). h 84.
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2) Muqraridh

Orang yang melakukan pinjaman disebut muqtaridh, dalam hat

i ibu-ibu masyarakat di Kecamatan Bengo.

Tabel : 4. 1
Data Informan Hasil Penelitian

No Nama Jabatan Umur Jumlah

Kepala Cabang PNM
Widya Lestari 25 i
Mekaar Syariah

2. Pegawai PNM
Aprianti 24 1
Mekaar Syariah
3. - Marwah Ketua kelompok PNM - 38
- Sarm Mekaar Syanah - 42 f
4 - Juhria Anggota keloimpok - 40
- Nursiah PNM Mekaar Syariah - 58 ’
5. | Ustadz Abbas Baco Tokoh Agama 44 1
Total 7 orang

b. Praktik Peminjaman

Hutang dan piutang seakan sudah menjadi kebutuhan sehari-hari di
tengah dinamika kehidupan masyarakat, dan wadah bagi orang yang ingin
memulai usaha atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini sudah
banyak lembaga atau lembaga hukum Syariah dan non-Syariah yang
memberi pinjaman, dan sistem atau ketentuannya berlaku di tempat

tersebut.
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Salah satu lembaga Syanah yang menawarkan peminjaman uang
dengan sistern tanggung renteng adalah PNM Mekaar Syanah.
[bu Marwah (mugtaridh), selaku ketua kelompok mengatakan:
“Saya memilih mengambil pinjaman di PNM ini, karena faktor

ekonomi dan kebutuhan hidup, proses meminjam uangnya juga
lebih cepat dibandingkan di tempat lain”'**

Ibu Juhria (mugqiaridh), selaku anggota kelompok menjelaskan:

“Alasan saya mengapa memilih melakukan pinjaman di PNM
mekaar Syariah adalah untuk melengkapi kelompok karena dalam
aturan pinjaman yang dilakukan di PNM Mekaar harus

mengumpulkan  anggota minimal 10 orang dalam satu
kelompok™!'*

Melakukan pinjaman di PNM Mekaar. Syariah tidak serumit
persyaratan vang diajukan dibanding koperasi lain, cukup membuat
kelompok dengan 10 hingga 15 anggota dengan total pinjaman sama rata
dengan anggota lainnya yakni Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan
tagihan perminggu yakni Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per anggota.
Sistem tanggung renteng dalam pengembalian utang-di PNM Mekaar
Syariah Desa Bulu Allapporenge Kecamatan Beungo Kabupaten Bone
dimaksudkan agar proses pengembalian utatig atau angsuran yang
dilakukan mugtaridh berjalan lancar dan disiphn.

Ibu  Nursiah  (mugtaridh), selaku  anggota  kelompok
mengungkapkan:

“Saya meminjam uang di PNM Mekaar Syariah untuk menambah
modal usaha dan bagusnya lagi karena awal peminjaman pthak
PNM Mekaar akan mengontrol setiap kelompok apakah uang
pinjaman tersebut dibuat usaha atau tidak karena yang pemah
dijelaskan oleh pihak PNM Mekaar di awal perjanjian yakni tujuan

124 Marwah (mugtaridh) Wawancara, Desa Selli . 12 Februan 2021.
125 Juhria (mugraridh) Wawancara, Desa Tungke, 12 Februani 2021,
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peminjaman ini untuk mengangkat perekonomian ibu-ibu
masyarakat menengah kebawah dengan membuat usaha secara
mandiri atau kelompok.'2°

Hal ini yang menjadi faktor masyarakat di lingkungan tersebut
banyak vang minat meminjam dana di PNM Mekaar Syariah, selain faktor
ekonomi, juga ada keinginan membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari.
¢. Sistem Pembayaran

Di PNM Mekaar Syariah Desa Bulu Allapporenge, Kabupaten
Bone, Kabupaten Bengo, praktik pelunasan utang dengan sistem tanggung
renteng dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga ekonomi menengah ke
bawah, yakni ‘tabungan bulanannya tidak bisa melebihi Rp 800.000
(delapan ratus ribu). Salah satu contoh yang tidak bisa diperiksa oleh
setiap anggota rumah yakni PNS sebab melayani orang miskin.'*’

Seperti yang dikatakan oleh ibu Widya (kepala cabang PNM
Mekaar):

“Sistem tanggung renteng dalam pengembalian utang sudah
diberlaknkan di kantor cabang pusat, sisteni ini bertujuan untuk
memperlancar angsuran dalam pengembalian utang kepada pihak
PNM Mekaar Syariah, sistem ini diperbolehkan karena dilthat dar
kebermanfaatanya lebih banyak mendatangkan manfaat dibanding
mudharat karena hanya 3% (persen) dari keseluruhan kelompok
yang terdapat anggota yang berhenti membayar angsuran,
meskipun ada beberapa anggota yang mengeluhkan dengan adanya
sistem tersebut tapi lebih banyak anggota yang merasakan manfaat
dari diberlakukannya sistem tersebut karena menumbuhkan rasa
tolong menolong dan disiplin yang menimbulkan rasa tanggung
jawab bagi setiap anggota dan di awal perjanjtan juga sudah sangat
jelas disampaikan apa saja resiko jika mengambil pinjaman
berbasis kelompok.!?

126 Nursiah (mugtaridh), Wawancara. Desa Bulu Allaporenge, 13 Februari 2021,
127 Widya (mugridh), Wawancara, Kepala Cabang PNM Mekaar, 01 Februari 2021.
128 fbid
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Ibu Aprianti (karyawan atau petugas PNM Mekaar} juga
menjelaskan:

“Sistem tanggung renteng dalam pengembalian utang ini sudah

diberlakukan sejak awal saya bekerja di sini dan menurut saya

sistem ini diperbolehkan karena lebih memberikan kemudahan
dalam prosesnya dan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat
dan pegawai PNM Mekaar karena yang menanggung.”'%’

Sistem tanggung renteng berlaku saat sdi antara anggota tidak
hadir dan tidak membayar angsuran, baik karena kabur atai pindah rumah
tanpa memberi informasi kepada anggota kelompoknya, sehingga anggota
lain dalam kelompok tersebut harus membavar sisa utang dari anggota
yang angsurannya mandek dengan pembagian tiap anggota dari kelompok
tersebut.

Ibu Sarini (mugtaridh} selaku ketua kelompok menuturkan:

“Saya sudah melakukan peminjaman utang di PNM Mekaar

Syariah sudah berjalan 2 tahun dan pasti ada anggota dalam satu

kelompok yang melanggar aturan schingga sistem tanggung

renteng berlaku dalam pembayaran utang, kami menalangi atau
membayar tagihan anggota yang tidak membayar tersebut™*’

Sistem ini sudah berlaku sejak awal dibentuknya PNM Mekaar ada
3% dari 12 kelompok yang anggota kelompoknya berhenti membayar
angsuran, sehingga anggota lain dalam kelompok tersebut harus melunasi
sisa angsuran anggotanya yang berhenti membayar angsuran.

Sesuai yang diterangkan oleh ibu Marwah (mugtaridh), selaku
ketua kelompok:

“Dalam kelompok saya terdapat 10 orang anggota, dan ada 2

orang anggota kelompok saya berhenti melakukan membayaran
angsuran di pertengahan pembayarannya, sehingga menjadi

129 Aprianti (mugridh), Wawancara. Pegawai PNM Mekaar. 01 Februari 2021,
130 Qarini {mugtaridh) Wawancara, Desa Bulu Allaporenge, 13 Februari 2021
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tanggungan 8 orang anggota kelompok kami untuk melunasinya,
kami membayar angsuran 2 orang tersebut dengan membagi sama
rata yaitu Rp 100000 di bagi 8 orang berarti tiap anggota
membayar Rp 12.500 perminggunya selain dan pada pembayaran
angsurannya sendiri, jadi total yang kami bayar adalah Rp
62.5000"1

Bila ada kelompok dari 12 kelompok tersebut dihadapkan dengan
sistem tanggung renteng, mereka harus membayar utang sisa dan
utang/angsuran vang ditinggalkan dari anggota yang tidak melakukan
pelunasan utang baik di akhir pengembalian, ditengah atau di awal
pembayaran utang.

Sclaras yang diungkapkan lbu Julria (mugiaridh), selaku anggota
kelompaok:

“Meskipun saya sedikit merasa keberatan dengan adanya sistem

ini tetapi jika saya pikir-pikir scbenamya untuk kebaikan bersama

meskipun sedikit terbebani karena harus menanggung utang orang
lain tetapi ini sudah menjadi resiko karena kesepakatan awal dan
sudah menjadi tanggung jawab setiap anggota”'*

Ibu  Nursiah (mugraridh), selaku anggota  kelompok juga
mengatakan:

“Menurut saya sistem diperbolehkan Karena memperat dan

menimbulkan rasa kekeluargaan dengan saling tolong menoiong

dan juga sebagai tasa tanggung jawab karena tclah diberikan
pinjaman oleh PNM Mekaar ™

Pengembalian utang dengan sistem ini dimaksudkan untuk

memudahkan proses angsuran, yakni pengembalian utang setiap pecan

oleh tiap kelompk tidak bisa kurang, sebab sudah menjadi kesepakatan dan

131 Marwah (tmugtaridh) Wawancara. Desa Selli . 12 Februari 2021.
132 Yyhria (mugraridh) Wawancara, Desa Tungke, 12 Februari 2021.
133 Nursiah (mugtaridh), Wawancara, Desa Bulu Allaporenge, 13 Februan 2021.
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aturan yang berlaku dari PNM Mekaar Syaniah Desa Bulu Allapporenge
Kecamatan Bengo Kabupaten Bone.

Ibu Sarini (mugtaridh) selaku ketua kelompok mengungkapkan:

“Sistem tersebut sebenmarnya menurut saya tidak diperbolehkan
karena dalam proses pengembalian utang masyarakat sudah
terbcbani karena harus membayar utang pribadi di tambah lagi
dengan utang orang lain™'*

Ibu jubria (mugqtaridh) selaku anggota kelompok juga mengatakan:

“Ada beberapa anggota kelompok memang tidak setuju dan merasa
keberatan dengan diberlakukannya sistem tersebut, tetapi menurut
saya kalau mau keberatan kenapa memilih melakukan peminjaman
di PNM Mekaar Syariah karena sejak awal melakukan pinjaman
modal semuanya sudah dijelaskan dan dipahamka secara detail jika
kedepannya - dalam 1 kelompok dihadapkan dengan sistem
tanggung renteng terssbut liarus siap menerima resikonya™'>

Ibu Marwah (mugtaridh), selaku ketua kelompok juga
menambahkan:

“Transaksi tersebut diperbolehkan dan saya tidak keberatan karena
sudah ada kesepakatan kelompok dengan pihak PNM Mekaar
Syariah dari awal secara lisan dan tulisan'*

Qleh karyawan PNM Mekaar Syariah Desa Bulu Allapporenge
Kecamatan Bengo Kabupaten Bone, semua anggota kelompok tersebut
tidak bisa menuntut aiau tidak menjalankan sistem tersebut, sebab di awal
sudah diterangkan bilamana ftidak bisa menjalankan sistem tanggung

renteng, maka jangan mengambil pinjaman secara kolektif, dan hal ini

sudah disepakati secara lisan dan tertulis.'*’

134 Sarini (mugiaridh) Wawancara, Desa Bulu Allaporenge, 13 Februar 2021.
33 Juhria (mugtaridh) Wawancara, Desa Tungke. 12 Februan 2021,
136 Marwah (mugraridh) Wawancara. Desa Selli, 12 Februari 2021,
57 Aprianti (mugricdh). Wawancara, Pegawai PNM Mekaar. 01 Februari 2021.
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d. Faktor Terjadinya Pembayaran Utang dengan Sistem Tanggung
Renteng

Faktor utama peminjaman untuk modal usaha, bermula dari
membantu keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup. Inilah yang
melahirkan pinjaman dengan pengembalian utang secara tanggung renteng
di PNM Mekaar syariah Desa Bulu Allapporenge Kecamatan Bengo
Kabupaten Bone.

e. Jangka Waktu Perjanjian Utang Piutang

Jangka waktu pengembalian utang yakni 1 tahun (12 bulan) dan
tidak ada penambahan waktu. Dengan penctapan tersebut, tiap anggota
harus melunasi pinjamannya dengan angsuran Rp 50.000 per
minggwanggota. Bila angsuran per minggu ada di’ antara anggota
kelompok yang berhenti membayar angsuran, maka sisanya menjadi
tanggung jawab anggota lain dalam kelompoknya.

Menurut hemat peneliti, hal ini sudah member rasa tanggung
jawab sebab sudah menjalankan kesepakatan di antara mereka, hal mana
mugtaridh harus membayar sisa tagihan dari anggota yang kabur dengan
dibagi rata dengan anggota lain, sehingga setiap tagihan perminggu setiap
anggota harus membayar lebih angsuran sesuai jumlah yang ditinggalkan
yang ditanggung oleh keseluruhan anggota dalam kelompok tersebut.

. Tinjaun Hukum Islam tentang Sistem Tanggung Renteng dalam
Pembayaran Utang.
Secara syariat Islam, utang piutang masuk dalam kajian muamalah.

Hal mana berlaku kaidah bisa berbuat apa saja hingga ada dalil yang
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melarangnya. Inilah prinsip pokok dalam mengkaji utang piutang
perspektif Islam.
Sebagaimana yang diutarakan oleh Ustadz Abbas Baco:

“Meski utang piutang dibolehkan dalam Islam, tapi itu tidak bisa
selalu dijadikan sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah,
ada baiknya kita harus berusaha dahulu mencari jalan keluar lain
sebab Allah menginginkan umatnya untuk senantiasa berusaha dan
meminta kepadanya. Jika memang sudah berusaha dan tidak ada jalan,
maka hal ini boleh dilakukan.”!¥*

Setiap transaksi atau akad harus ada rukun dan syaratnya sebagai
unsur vital dalam sebuah akad. Ulama fikih 4 mazhab menerangkan bahwa
perbuatan hiwalah menjadi sah bila rnemenuhi syarat yang terkait dengan
sejumlah pihak dan utang tersebut.'*

Oleh Hanafiyah, rukun hiwalah hanya hijab dan qabul saja."*" ljab
dari muhif dan qabul dan muhal dan muhal ‘alah, seperti muhil berkata
kepada muhal: ““saya memindahkan tanggungan utang kepadamu si fulan”,
lalu muhal dan muhal ‘alaih menjawab “ya saya terima”’. Dalam transaksi
utang piutang sigha! dilakukan di awal akad yakni adanya 1jab dan qabul
antara pihak PNM Mckaar Syariah dengan masyarakat Kecamatan Bengo
Kabupaten Bone, dengan perjanjian secara lisan dan tulisan yang ditanda
tangan setiap kelompok.

Akad perjanjian pengembalian utang di PNM Mekaar Syariah
yakni masyarakat yang beranggotakan ibu-ibu yang ingin meminjam dana
di PNM Mekaar Syariah, objek dalam utang piutang ini sudah memenuhi

rukun dan syarat sesuai sahnya akad utang piutang diadakan, objeknya

138 {jstadz Abbas Baco (1okoh agama sekaligus narasumber), wawancara pada hari Jumat
tanggal 19 Februari 2021,
139 [dris Ahmad, Figh al- $yafi'ivah, (Jakarta: Karya Indah, 1986). h. 57-58.
140 phid
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yakni sesuatu yang bernilai berupa uang yang diterima oleh mugtaridh,
sehingga uang tersebut bisa menjadi milik mugtaridh dan sudah memenuhi
akad di PNM Mekaar Syariah Desa Bulu Allapporenge.

Begitu pun dengan aqid (yang melakukan akad) di Kecamatan
Bengo, dalam hal utang piutang sudah memenuhi rukun dan syarat sah
akad, hal mana mugridh (PNM Mekaar Syariah) dan mugtaridh di
Kecamatan Bengo sudah cakap hukum, bafigh atau dewasa, berakal sehat
dan tanpa ada paksaan dalam bersepakat.

Perjanjian utang piutang di Kecamatan Bengo sudah diketahui
jumiah dan jangka waktunya, dari segl akadnya, peneliti memandang
bahwa praktik utang piutang ini sudah sesuai syariat [slam.

Sebagaunana vang diterangkan oleh Ustadz Abbas Baco sebagai
tokoh agama:

“yang saya liat dari masyarakat terkhusus kepada ibu-ibu sangat
terbantu dengan transaksi ini dalam mengatasi kesulitan yang
dialami dan alhamdulillah dari prinsip utang piutang yang
dilakukan sudah sesuai dengan ajaran Islam yang terkandung
dalarg lsalah satu ayat dalam Al-Qur'an surah Al-Bagarah (2):
2827

Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Bugarah (2): 282

ok Gty b g8 A Jal o) cty AU 1 19840 Gl Wl g

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang
piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kau menuliskannya.
Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan
benar....”!%

141 Ustadz, Abbas Baco (lokoh agama sekaligus narasumber). wawancara pada hari Jumat
tanggal 19 Februari 2021.

42 Kementrian Agama RI, A-Qur ‘un dan Terjemahnya. (Surabava: Halim Publising dan
Distributing. 2013) h. 48
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Dart ayat tersebut, bahwa akad transaksi utang piutang sudah sesuai
ajaran Al-Qur’an sebab dalam transaksi perjanjian masyarakat Kecamatan
Bengo sudah dalam bentuk tertuhis, ada catatan dan ada saksi yakni para
pegawai PNM Mekaar Syariah, sehingga transaksi tersebut bersifat
mengikat semua pihak yang melakukan perjanjian, dan tidak boleh
melanggar perjanjian tersebut.

Hal ini memperlihatkan bawha ijab dan qabul sangat esensial
dalamn akad yakni akad hiwalah yang berlaku dalam pembayaran utang
dengan sistem tanggung renteng di PNM Mekaar Syariah Desa Bulu
Allapporenge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone sehingga bisa lebih baik
kedepannya.

Sistem tanggung renteng sudah berlaku sejak berdirinya PNM
Mekaar Syariah yang saat imi juga diterapkan di Cabang Desa Bulu
Allapporenge, dengan maksud memperlancar angsuran yang harus dibayar
oleh pihak mugtaridh ke pihak mugridh dan memudahkan pegawai dalam
mengambil angsuran pembayaran utang.'*

Perihal pembayaran utang di PNM Mekaar Syaniah, harus siap
menerapkan sistemn (ersebut sebagai konsekuensi dari peraturannya bila
ingin mengambil pinjaman secara kolektif. Sistem ini mewajibkan
tanggung jawab bersama, sebab pada hakikatnya yang menentukan
anggota dalam kelompok tersebut yakni masyarakat, bukan pihak mugridh
(PNM Mekaar Syariah).'*

Para ulama sepakat bahwa hiwalah dibolehkan, tanpa ada

penolakan, sebab akad ini dibutuhkan oleh manusia untuk memudahkan

143 Widya (muqridh), Wawancara, Kepala Cabang PNM Mekaar, 01 Februan 2021
44 fhid
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kehdupannya selama syarat dan rukunnya terpenuhi dan sesuai syariat

Islam.

Tujuan dari akad Aiwalah agar tercapainya transaksi utang piutang
itu sendin yakni tolong menolong yang menjadi syarat yang pertama
yakni:

a. Stabilnya muhal alaih (penerima pindah utang) maka penghiwalahan
kepada seseorang yang tidak bisa membayar utang yakni batal.'®
Muhal'alaih yvakm- mugtarida, 1bu-ibu di Kecamatan Bengo yang
meminjam di PNM Mekaar Syariah sebagai syarat hiwalah yakni
harus seimbang muhal ‘alaih artinya yang menanggung atau membayar
utang harus mampu, meski semua anggota yang meminjam dari
golongan menengah ke bawah, mereka merasa bisa melakukan
hiwalah (pengalihan rtanggung jawab) dengan dibuktikan oleh
kesepakatan awal dan sepakat akan resiko yang ditanggung, sebab
tanggungan muhil bukan hanya 1 anggota saja, tapi semua anggota
dalam kelompok terscbut dengan pembayaran. dibagi rata dan bisa
dicicil setiap minggu.

Ustadz Abbas Baco juga menuturkan:

“1ika tolong menolong dalam transaksi ini dijadikan sebagai
alasan, maka seharunya pihak yang memberi pinjaman harus ndho
dan betul-betul ikhlas memberikan kemudahan kepada penerima
utang itu, jika ia dalam kesulitan dengan memberikan waktu dalam

pengembalian utangnya, agar bisa meringankan beban orang yang
berutang tersebut sesuai dalam QS. Al-Baqarah (2): 280™%

145 Ali Fikri, Al- Muamalat Al- Madiyah wa Ai- Adabiveh, Juz 2, Mathba’ah Musihafa Al-
Babiy Al- Halaby, Mesir. cet 1, 1357 H, h. 74-80.

46 Jstadz Abbas Baco (tokoh agama sekaligus narasumber), wawancara pada hari Jumat
tanggal 19 Februari 2021.
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Perintah tolong menolong dimuat dalam QS al-Baqarah (2): 280

. &a €
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Terjemahnya:
“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang
waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu
menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” ¥

Dari ayat tersebut, bahwa saat orang berutang menemui kesulitan
untuk membayar utang, maka kita perlu. memben waktu untuk
melunasinya, tapi lebih baik bila utang tersebut disedekahkan dengan niat
baik; sebab itu juga bagian dari menolong sesaina dan kebaikan tersebut
juga kembali pada din kita sendiri.

PNM Mekaar Syariah memudahkan masyarakat bila ada 1 anggota
yang berhenti membayar angsuran meski sisa utang muhil yakni tanggung
jawab muhal alath Mekaar Syariah tidak langsung menagih sisa utang
yang ditinggal muhi/ kepada anggota kelompok, tapi pengembalian utang
bisa dalam bentuk angsuran per minggu Rp 50.000 bagi tiap anggota jika
beranggotakan 10 orang, maka jumlahnya sekitar Rp 500.000. Tapi, untuk
membayar angsuran muhil yang ditinggalkan, muhal'alaih  harus
menambah pembayaran melebihi uang angsurannya sendiri dengan jumlah
Rp 6.000 per orang secara rata ke setiap anggota kelompok yang dibayar
per minggu hingga pinjaman kelompok sudah selesai. Hal ini selaras

dengan tujuan uang piutang untuk meringankan beban yang berutang.

7 K ementrian Agama RI, 4l-Qur ‘an dan Terjemahnya, (Surabava: Halim Publising dan
Distributing, 2013) h. 47
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b. Kesamaan kedua hak, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaiannya,
tempo, waktu, kualitas dan kuantitasnya. '

Jenis perjanjian utang piutang di PNM Mekaar Syariah Desa
Bulu Allapporenge, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone yakm uang,
jumlahnya sama tiap anggota yakni Rp 2.000.000 dan jangka
waktunya yakni pembayaran angsuran perminggu selama 12 bulan
atau setara dengan | tahun.

c. Adanya kerelaan pihak muhil dan muhal tanpa muhal ‘alaih, jadi bagi
muhal ‘alaih  rela mauvpun  tidak  rela hal tersebut tidak akan
mempengaruhi kesalahan hiwaloh.'*

Ustadz Abbas Baco mengatakan:

“Sebagai penanggung atas utang yang dilimpahkan kepadanya
maka harus ada persetujuan dari pthak muhal ‘alath terlebih
dahulu sehingga tidak ada yang merasa terzholimi dari transaksi
utang piutang tersebut, hal ini sesuai dengan pendapat

Hanafiyah salah satu mazhab fikih dalam Islam ™'

Selaras ‘dengan pandangan Hanafiyah < bahwa harus ada
kendhaan dari muhal ‘claih yakni anggota wajib membayar utang
yang sudah ditinggalkan muhil.

Gl Gl g 555 43 (1B ik haitl B
Artinya:

“Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang
menetapkan keridhoan kedua belah pihak™!*'

8 Wahbah Zuhaily. Al- Figh Al- Islamy Al- Adillatub. Juz 5. Dar Al-Fikr, Damaskus
1986, h. 168.

12 fhid, h. 167,

15t stadz Abbas Baco (tokoh agama sekaligus narasumber). wawancara pada har Jumat
tanggal 19 Februari 2021,

151 Wahbab Az-Zuhaili, FMikih Islam wa Adilland 5. terj. Abdul Hayvie al-Kattani, Cer. /
(Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 81
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Artinya, dalam perikatan ada keridhaan antara pthak muhif dan
muhal ‘alaih, ada kerelaan setiap anggota dalam membayar utang
muhil yang ditinggalkan, masing-masing anggota sudah memenuhi
syarat di awal perjanjian oleh pihak mugtaridh dan mugridh. (PNM
Mekaar Syariah).

Dari semua sistem tanggung renteng tersebut lebih member
manfaat dibanding mudharatnya, scbab memudahkan proses
pengembalian utang atau angsuran, sehingga ada nuansa tolong
menolong antar anggota dalam kelompok peminjaman di PNM
Mekaar Syariah:

Ustadz Abbas Baco juga menambahkan:

“Sistem semacam ini diperbolehkan karena lebih memberikan

kebermanfaatan bagi masyarakat dan pihak PNM Mekaar

Syariah apalagi yang menanggung utangnya bukan hanya satu

orang tapi dibagi rata dengan anggota lainnya dalam kelompok

tersebut, dari hal ini muncul rasa kekeluargaan dengan saling
tolong menolong terhadap sesama, sesuai dalam kaidah

Fighi”'%2

Sebagaimana dalam kaidah fikih:

rluaall Gia Jo atia suldall ¢ 0
Artinya:

“Kemudharatan  yang  lebih  berat  dihilangkan  dengan
Kemudharatan yang lebih ringan™"*?

Kaidah fikih tersebut dimaknai bila perkara atau perbuatan

memberi bahaya vang tidak bisa dihilangkan, kecuali satu tindakan

152 Ustadz Abbas Baco (lokoh agama sekaligus narasumber), wawancara pada hari jumat
tanggal 19 Februan 2021,

153 Qupianto, “Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qawa 'id al-Fighivvah ™ Vol,
1. No. 1.(Januari- Juni 2014). h. 11.
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bahaya lainnya dan di antara kedua bahaya tersebut lebih besar
dibanding lainnya, maka bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan
yang lebih kecil. Tapi, bilamana tindaka tersebut akibatmya lebih
besar, maka tidak bisa dilakukan.

Artinya, hanya 3% kelompok yang mempersoalkan sistem
tanggung renteng yang cenderung mudharat, yakni harus membar
utang orang lain, hal mana tidak punya utang kepada orang yang
sudah berhenti membayar angsuran. Tapi, dari segi kaidah fikih bisa
mengambil | mudharat  yang  lebih ringan dibanding tidak
memberlakukannya sama sekali, sebab bisa menghambat proses
pembayaran utang yang mengakibatkan perputaran uang di PNM
Mekaar Syariah mandek, sehingga proses peminjaman kepada
kelompok lain juga terganggu. !>

Ustadz Abbas Baco juga memberi pesan:
“Sebagai 1nanusia yang senantiasa  mdup berdampingan
membantu sesama sudah menjadi hal yang lumrah, bahkan
diwajibkan dalam setiap agama, seperti halnya tolong menolong
tidak hanya sebatas ucapan tetapi perlu diimplementasikan
sendiri, agar mendapatkan keridhoan dari Allah SWT maka
tolong menolonglah dengan hati yang ikhlas dan tidak
mengharapkan imbalan karena Allah SWT senantiasa menolong
seorang hamba sclama hamba tersebut menolong saudaranya
yang lain”!>

Peneliti berpendapat, banyak manfaat yang dirasakan

masyarakat dan pegawai PNM Mekaar dengan hadirnya sistem

tanggung renteng, di antaranya mewujudnya sikap tolong menolong

154 Widva (mugridh), Wawancara, Kepala Cabang PNM Mekaar, 01 Februan 2021.
133 Ustads Abbas Baco (lokoh agama sekaligus narasumber), wawancara pada han Jumat
tanggal 19 Februari 2021,
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antar anggota, kekeluargaan, disiplin, dan pengembalian utangnya
lebih terbuka. Pihak PNM Mekaar juga tidak tergesa-gesa menagih
utang anggota yang berhenti melakukan angsuran, tapt dengan
menyicil perminggu dan dibagi secara meluas dalam kelompok

sehingga membantu anggota.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Sistem tanggung renteng di PNM Mekaar Syariah Desa Bulu
Allapporenge, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone yakni perjanjian yang
menyasar ibu-ibu atau kaum wanita dengan ekonomi menengah bawah.
Pinjaman ini berpangkal kelompok dengan anggota 10 hingga 15 orang
tiap kelompok. Untuk pengembalian utang, berlaku sistem tanggung
renteng dengan maksud memudahkan angsuran dan sudah berjalan sejak
berdirinya produk BUMN tersebut scbagai tanggung jawab dalam
kelompok tersebut.

Pada perspektif hukunm Islam perihal sistem tanggung renteng di Desa
Bulu Allapporenge, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, sudah
memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan, juga sebagai wadah bantuan
dan gotong royong antar anggota kelompok dan mengimplementasikan
kedisiplinan yang terbuka dalam pengembalian ‘utang, dan untuk

kemudahan bersama sebab membert banyak manfaat dibanding mudharat.

B. SARAN

1.

Hendaknya masyarakat lebih cermat menentukan anggota dalam
kelompoknya saat meminjam di PNM Mekaar Syariah, guna mencegah
hal-hal menyimpang agar tujuan utang piutan bisa mewujud.

Anggota setiap kelompok wajib menjalankan ketentuan yang ditetapkan
semua pihak pada awal perjanjian, juga bagi pegawai PNM Mekaar
Syariah untuk menguatkan syarat pinjaman yang berlaku pada programn

Mekaar.
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